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Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi pada bidang Validasi dan Penetapan. Praktik Kerja
Nyata dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yang bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan lebih memahami secara nyata mengenai Prosedur Pemungutan
Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi. Manfaat yang diperoleh penulis dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
adalah sebagai sarana memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan dan
pemahaman mahasiswa mengenai permasalahan yang ada dalam perpajakan
khusunya mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Secara Online Melalui
Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi serta
sebagai referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan pada Program Studi
Diploma Il Perpajakan Jurusan Illmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan limu
Politik Universitas Jember.

Pajak Restoran merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang
memiliki potensi cukup besar di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data target
dan realisasi pajak daerah tahun 2020 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi, sektor Pajak Restoran merupakan penyumbang
pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar ke-4 dari semua jenis
pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi, setelah Pajak Penerangan Jalan, PBB P2 dan Pajak BPHTB, realisasi
Pajak Restoran yaitu sebesar Rp 17.551.116.734. Persentase (%) realisasi Pajak
Restoran menjadi yang paling besar diantara Pajak Daerah Lainnya yang dipungut
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak Restoran adalah
pajak yang tergolong produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika
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dapat dioptimalkan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang besar jika
lebih dimaksimalkan. Proses peningkatan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah
khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengalami
masalah-masalah dalam memungut pajak secara manual atau Offline, diantaranya
membutuhkan waktu yang lama dalam input data, membutuhkan ruang arsip yang
besar, membutuhkan anggaran percetakan lebih besar, pengecekan, pemantauan
objek pajak dan pembayaran pajak tidak real time. Adanya permasalahan tersebut
Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi meliki inovasi dalam hal membantu
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah berupa sistem online
yang diberi nama E-PAD (Elektronik Pendapatan Asli Daerah). E-PAD bertujuan
untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, akuntabel dan
professional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Komunikasi
dan Informatika (Diskominfo) untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab
permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah. Sistem E-PAD digunakan untuk
pelaporan pajak daerah secara online sehingga dapat menghemat waktu dan biaya,
dalam sistem E-PAD ini Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajak daerah
secara online, salah satu jenisnya yaitu Pajak Restoran. (Dilaksanakan dengan
Surat Tugas Nomor 0960/UN25.1.2/SP/2021, Diploma I11 Perpajakan Jurusan
IImu Administrasi, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)
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BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan
berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek
kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap
dan berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan
nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan
sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Pelaksanaan pembangunan
nasional yang sedang mengalami perkembangan menuju kesejahteraan rakyat
dengan meningkatkan dan memelihara stabilitas perekonomian maupun
pengembangan sumber daya alam dan manusia. Untuk dapat merealisasikan
tujuan tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan
pembangunan (Liputan6.com, 2019).

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan kontribusi
sumbangan rakyat Indonesia dalam bentuk pajak untuk menggerakkan roda
pemerintahan guna mencapai produktifitas kerja yang baik. Pajak digunakan
untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat
atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi , pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaska berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Sebagai iuran wajib, pajak menjadi salah satu
instrumen penting sebagai pendapatan yang diterima oleh negara. Pendapatan

negara menjadi instrumen penting karena pembangunan tidak dapat berjalan
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tanpa adanya dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri, salah
satunya dari sektor pajak.

Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian
dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan adanya Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur
rumah tangga daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat daerah
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu
pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom. Pajak
menjadi salah satu penunjang keberhasilan dalam pembangunan nasional
maupun daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-
sumber penerimaan yang cukup memadai. Setiap daerah harus menggali
potensi pajak dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah atau
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonomi. Guna mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian
otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan
globalisasi, yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih
besar. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan
otonomi, daerah memiliki hak diantaranya : Mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur
daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan
lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah
dan retribusi daerah (Kompas.com, 2020).

Pajak daerah menurut Undang — Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak
Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdapat 5 jenis pajak yang terdiri dari Pajak
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Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk
Pajak Kabupaten/Kota terdapat 11 jenis pajak yang terdiri dari Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (PBB P2) dan
Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemerintah daerah diharapkan juga harus menggali sumber sumber keuangan,
khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan
pembangunan di daerahnya melalui (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Melalui
salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah.

Berikut gambar target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2014-2020 :

TARGET & REALISASI PAD
APBD TAHUN 2014 s/d 2020
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: %
114288104 B 84 G281
495 6 M 565,11 M
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200.000.000 000,00
100.000.000 000,00
000

500.000.000.000,00
2014 2015 2016 2017 2018 2015 2020

W TARGET 225.108.843.35 303.235.751.98 553.260988.6 4600015337 6241749738 517.57659155 5651543525

B REALISAS|I 283.326.689.23 346.71233242 367.939.934.39 3850079031 450.083.107.36 455.686.563.44 4827401743

. Prosentase Pencapaian

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2014-2020

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten paling ujung timur di
Pulau Jawa, Banyuwangi masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Letaknya yang
berada di ujung Pulau Jawa, menjadikan Banyuwangi salah satu tempat yang

sangat strategis karena menjadi tempat transit sebelum menuju Pulau Bali jika
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menggunakan jalur darat. Banyuwangi menjadi tempat yang strategis untuk
berinvestasi dan membuka usaha. Salah satu jenis Pajak Daerah yang
potensinya terus meningkat tiap tahunnya yaitu pada sektor Pajak Restoran.
Potensi pada sektor Pajak Restoran sangat bagus ditandai dengan adanya
peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, peningkatan ini
dibuktikan dengan adanya jumlah kunjungan wisatawan domestik dari tahun
2013 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun
2013 wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi
sejumlah 1.057.952 orang dan di tahun 2019 jumlah wisatawan domestik yang
mengunjungi Kabupaten Banyuwangi menjadi 5.307.054 orang. Tidak hanya
wisatawan lokal, keindahan Banyuwangi juga disorot mancanegara. Terbukti
dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi
pada tahun 2013 sebanyak 10.462 orang, meningkat signifikan menjadi
101.622 orang di tahun 2019. Adanya peningkatan pada sektor pariwisata,
penerimaan Pajak Restoran diharapkan akan selalu meningkat disetiap
tahunnya serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai PAD
Kabupaten Banyuwangi (Banyuwangikab.go.id).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksud
dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat
pelayanan maupun ditempat lain. Berikut ini adalah objek pajak restoran
menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi diantaranya, Rumah
Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, Kegiatan usaha lainnya yang sejenis,
termasuk jasa boga/catering. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau
badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan
wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan

restoran.
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Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten
Banyuwangi pada tahun 2020 :

Jenis Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
(%)
Pajak Hotel 7.276.597.033,50 9.679.343.860,00 133,02

Pajak Restoran  12.771.834.950,77  17.551.116.734,00 137,42
Pajak Hiburan 1.330.515.192,00 1.656.293.917,00 124,49
Pajak Reklame 2.581.764.313,00 3.293.846.325,00 127,58

Pajak 77.023.193.000,00  75.702.376.081,00 98,29
Penerangan

Jalan (PPJ)

Pajak Mineral 205.299.159,84 250.836.319,00 122,18
Bukan Logam

dan Batuan

Pajak Parkir 784.822.177,50 823.735.010,00 104,96
Pajak Air 1.539.425.406,00 1.793.865.695,00 116,53
Tanah

PBB P2 45.671.227.515,42  42.336.440.354,00 92,70
BPHTB 51.000.000.000,00  38.532.900.167,00 75,55

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2020

Berdasarkan data target dan realisasi pajak daerah tahun 2020 yang
dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, sektor Pajak
Restoran merupakan penyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terbesar ke-4 dari semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, setelah Pajak Penerangan Jalan,
PBB P2 dan Pajak BPHTB, realisasi Pajak Restoran yaitu sebesar Rp
17.551.116.734. Persentase (%) realisasi Pajak Restoran menjadi yang paling
besar diantara Pajak Daerah Lainnya yang dipungut oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pajak Restoran adalah pajak yang tergolong
produktif untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat
dioptimalkan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

Pajak adalah penyumbang pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia.
Pajak menyumbang sebesar Rpl1.444,5 triliun untuk APBN di tahun 2021.
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Salah satu yang diterima Negara adalah dari jenis Pajak Restoran yang
sekarang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dan digunakan
untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Dasar Hukum pemungutan
Pajak Daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Kemkeu.go.id)

Berikut tabel Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi :

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Per?;r)l)tase
2016 7.000.000.000,00 6.898.991.797,00 98,56
2017 15.501.533.716,62  12.415.093.896,00 80,09
2018 25.625.800.881,54  16.385.738.904,00 63,94
2019 19.564.738.040,00  22.783.435.282,00 116,45
2020 12.771.834.950,77  17.551.116.734,00 137,42

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2016-2020

Dari tabel target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang bersumber dari Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi terjadi
peningkatan dan penurunan pendapatan yang didapatkan dari tahun 2016-2020.
Pada dua tahun terakhir berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019
terjadi penurunan target dan kenaikan realisasi penerimaan. Target 2019 turun
sebesar Rp 6.061.062.841,54 menjadi Rp 19.564.738.040 dan realisasi
meningkat sebesar Rp 6.397.696.378 menjadi Rp 22.783.435.282, akan tetapi
untuk realisasi di tahun 2019 melebihi target, persentasenya sebesar 116,45%.
Pada tahun 2020 mengalami penurunan target dengan adanya pandemi Covid-
19, target menurun sebesar Rp 6.792.903.089,23 menjadi Rp
12.771.834.950,77 dan untuk realisasi menurun dari tahun sebelumnya sebesar
Rp 5.232.218.548 menjadi Rp 17.551.116.734, akan tetapi untuk realisasi di
tahun 2020 melebihi target lebih besar dari tahun sebelumnya, persentase yang
dicapai 137,42%. Kesimpulan dari data di atas Pajak Restoran di Kabupaten
Banyuwangi memiliki potensi yang besar jika lebih dimaksimalkan, karena

dalam realisasi di tiap tahunnya Pajak Restoran selalu mengalami peningkatan.
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Proses peningkatan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah khususnya Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengalami masalah-masalah
dalam memungut pajak secara manual atau Offline, diantaranya membutuhkan
waktu yang lama dalam input data, membutuhkan ruang arsip yang besar,
membutuhkan anggaran percetakan lebih besar, pengecekan, pemantauan
objek pajak dan pembayaran pajak tidak real time. Adanya permasalahan
tersebut dan merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ dan 900/1867/SJ tahun 2017,
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi
Transaksi Non Tunai, Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi meliki inovasi
dalam hal membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak
Daerah berupa sistem online yang diberi nama E-PAD (Elektronik Pendapatan
Asli Daerah). E-PAD sendiri sudah dibentuk pada tahun 2017 dan mulai
digunakan pada tahun 2018. E-PAD bertujuan untuk meningkatkan kualitas
layanan publik secara efektif, efisien, akuntabel dan professional. E-PAD
dibangun secara mandiri antara Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kominfo untuk memenuhi
kebutuhan dan menjawab permasalahan terkait pelayanan perpajakan daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mendapat dukungan dari
mitra kerja Pemerintah Daerah yaitu Bank Jatim berupa penanaman server di
Dinas komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selain itu, sistem ini juga
telah terintegrasi dengan data perijinan milik Dinas Penanaman dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (DPMPTSP) dan data Nomor
Induk Kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil), dengan tidak menutup kemungkinan berintegrasi dengan
stakeholder lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas Pajak
Restoran yang dikelola olen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Banyuwangi, tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan
ditempatkan pada bidang Validasi dan Penetapan. Sehingga penulis
memutuskan untuk mengambil tema Pajak Restoran sebagai laporan tugas
akhir dengan judul “ Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem

E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis membatasi pembahasan
agar lebih fokus pada suatu pokok pembahasan, dalam lingkup Pajak Restoran
yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka
rumusan masalah yang diambil yaitu : Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak
Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan Prosedur Pemungutan Pajak
Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi;

2. Mendapatkan pengalaman di dunia kerja yang berkaitan dengan
administrasi perpajakan khusunya Prosedur Pemungutan Pajak Restoran
Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi bermanfaat untuk :

1. Bagi Mahasiswa
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a. Menambah Pengetahuan terutama mengenai Prosedur Pemungutan
Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

b. Sarana untuk melatih dalam menerapkan ilmu yang telah diberikan
pada saat kuliah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya sekaligus
menyelesaikan pendidikan di Diploma Ill Perpajakan Fakultas IImu
Sosial dan lImu Politik Universitas Jember.

2. Bagi Universitas Jember

a. Memberi tambahan referensi Laporan Tugas Akhir bidang perpajakan
untuk koleksi perpustakaan.

b. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki
mahasiswa Program Studi Diploma Ill Perpajakan Fakultas limu
Sosial dan limu Politik Universitas Jember.

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

a. Membantu dalam Proses Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem
E-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

b. Diharapkan dapat memberikan masukan terkait Prosedur Pemungutan
Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD pada Badan pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Prosedur

2.1.1 Definisi Prosedur

Menurut Mulyadi (2013) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal,
biasanya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi

berulang-ulang.

2.1.2 Manfaat Prosedur
Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi
(2013) diantaranya:
1. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang;
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas,
sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya
mengerjakan yang seperlunya saja;
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi
oleh seluruh pelaksana;
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif
dan efisien;
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam
pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan
perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-

masing.

2.2 Pengertian Pajak
2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
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yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
(Mardiasmo, 2018)

2.2.2 Fungsi Pajak
Ada dua fungs pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya;
2. Fungsi mengatur (regureled)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras;
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

2.2.3 Pengelompokan Pajak
Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam bukunya pengelompokan pajak
dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, diantaranya
sebagai berikut:
1. Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
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b. Pajak Tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.

c. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh: Pajak penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya,tanpa
memperhatikan keadaan wajib pajak
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualanatas Barang Mewah dan Bea Meterai

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
Pajak Daerah terdiri atas:
1) Pajak Provinsi, Contoh; Pajak Kendaraaan Bermotor dan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran,
dan Pajak Hiburan.

2.2.4 Syarat Pemungutan
Menurut (Mardiasmo, 2018) syarat pemungutan pajak, sebagai berikut :
1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-
undang maupun pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
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Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak
bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 dalam hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara
atau warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah

dari hasil pemungutannya
5. Sistem Pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Syarat ini telah dipenuhi undang-undang perpajakan terbaru.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut (Mardiasmo, 2018) tata cara pemungutan pajak dikelompokkan
sebagai berikut :
1. Stelsel Pajak
a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang
nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan di akhir tahun
pajak yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur

oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak
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sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun
pajak berjalan.
c. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan
stelsel anggapan. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan
suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak
disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan
Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan
yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk
Wajib Pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib
Pajaknya.
c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Self Assessment System
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya
pajak terutang.

Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri.

2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)
untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang
terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib
Pajak.

2.2.6 Tarif Pajak
Menurut (Mardiasmo, 2018) ada 4 macam tarif pajak, antara lain :
1. Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang
dikenai pajak,sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak
Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean
akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
2. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang
dikenai pajak, sehingga pajak yang terutangnya tetap.
3. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang

dikenai pajak semakin besar.
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Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp 50.000.000 5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15%
Di atas Rp250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25%
Di atas Rp 500.000.000 30%

Sumber : Mardiasmo (2018)
Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

a. Tarif Progresif Progresif : Kenaikan persentase semakin besar

b. Tarif Progresif Tetap : Kenaikan persentase tetap

c. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang

dikenai pajak semakin besar.

2.3 Pendapatan Asli Daereh
2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber

penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya. Keseluruhan

bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun

PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu penerimaan

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai denga peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah, diantaranya meliputi:

a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan

b. jasa giro

(]

. pendapatan bunga

o

. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

(1]

. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.4.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Pajak Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 1 ayat (10)
menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018) Beberapa pengertian atau istilah yang terkait
dengan Pajak Daerah, antara lain:
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan
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mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

5. Waijib Pajak adalah orang pribaadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

2.4.2 Jenis Pajak Daerah
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada Pasal 12, Pajak
Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
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d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;
J.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.4.3 Tarif Pajak Daerah
Menurut Mardiasmo (2018) tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar
1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif
dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua
persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,
pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar
0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1%(satu persen).

3. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling

tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
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Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi

masing-masing sebagai berikut:

a. Penyerahan pertama sebesar sebesar 20% (dua puluh persen);dan

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang

tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi

masing-masing sebagai berikut:

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen); dan

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh
puluh lima persen).

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling

sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen).

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai

rokok.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen).

Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima

persen).

Tarif Pajak Reklame paling tinggi ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima

persen).

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen).

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi

sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh

persen).
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16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
persen).

17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling

tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.4 Definisi Retribusi Daerah
Menurut Mardiasmo (2018) beberapa pengertian istilah yang terkait
dengan Retribusi Daerah antara lain:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,
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prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan

2.4.5 Objek Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 108

yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah:

1. Jasa Umum

2. Jasa Usaha

3. Perizinan Tertentu

2.4.6 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

1.

Jenis Retribusi Jasa Umum

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 110

yang menjadi jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

=

o «Q o

Retribusi Pelayanan Kesehatan

. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
. Retribusi Pelayanan Pendidikan
. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
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Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 127

yang menjadi jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a.

o

a o

o «Q o

yang menjadi jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a.
b.
C.
d.
e.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat pada pasal 141

Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi 1zin Gangguan
Retribusi I1zin Trayek
Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.5 Pajak Restoran

2.5.1 Definisi Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi Pajak Restoran adalah

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas

penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang
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mencangkup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya

termasuk jasa boga/katering.

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi
Dasar hukum Pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.

3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

2.5.3 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Restoran di Kabupaten
Banyuwangi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah yang termasuk Objek dan Subjek Pajak Restoran

adalah:

1. Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi
atau Badan yang mengusahakan Restoran.

2. Subjek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi
atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

3. Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah pelayanan yang
disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
Rincian dalam objek pajak restoran adalah:

a. Rumah makan
b. Kafetaria

c. Kantin

o

Warung
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e. Bar

f. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.

2.5.4 Pengecualian Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah yang termasuk Objek terdapat pada Pasal 14 ayat
(4) yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi
adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

2.5.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Sistem Pemungutan Pajak Restoran di

Kabupaten Banyuwangi

Dasar pengenaan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
Nilai pembayaran tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka
pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima. Restoran
tidak dipungut pajak apabila pelayanan yang disediakan restoran nilai
penjualannya tidak melebihi dari Rp 1.000.000 dalam sebulan. Menurut
Pereraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah tarif Pajak Restoran ditetapkan 10%. Sistem pemungutan Pajak
Restoran di Kabupaten Banyuwangi yang tertuang pada Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 20 disebutkan bahwa
sistem pemungutan Pajak Restoran menggunakan Self Assesment System.

2.6 Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD

2.6.1 Sistem E-PAD

Elektronik Pendapatan Asli Daerah merupakan Aplikasi yang
menghimpun semua data Wajib Pajak, pendataan, pelaporan, dan semua
pembayaran non tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. E-PAD sendiri
sudah dibentuk pada tahun 2017 dan mulai digunakan pada tahun 2018. E-PAD
bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien,
akuntabel dan professional. E-PAD dibangun secara mandiri antara Badan
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Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
dan Dinas Kominfo untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan

terkait pelayanan perpajakan daerah.

2.6.2 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi
ada tiga sistem pendaftaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi yaitu, pertama Wajib Pajak Pajak Restoran secara
pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk
mendaftarkan Restorannya, Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran
Objek Pajak ke Badan melalui Petugas Pelayanan. Cara pendaftaran yang
kedua Wajib Pajak Pajak Restoran secara pasif online, Wajib Pajak
mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek Pajak di aplikasi atau
sistem E-PAD, akan tetapi untuk sementara waktu pendaftaran Wajib Pajak
secara online belum dapat digunakan karena masih dalam proses maintenance.
Cara Pendaftaran yang ketiga Wajib Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas,
Petugas pada Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya melakukan
Pendaftaran & Pendataan langsung ke Wajib Pajak dan memberikan informasi
mengenai kewajiban Wajib Pajak daerah yang harus dilakukan.Persyaratan
dalam pendaftaran Wajib Pajak Pajak Restoran untuk Wajib Pajak Perorangan
dan Wajdib Pajak Badan memiliki perbedaan persyaratan, untuk persyaratan
Wajib Pajak Restoran Perorangan yaitu mengisi formulir pendaftaran dan
fotokopi KTP pemilik Objek Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Restoran
Badan, persyaratannya yaitu mengisi formulir pendaftaran, Fotokopi Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Akta

Pendirian Perusahaan.
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2.6.3 Prosedur Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran

1. Tata cara penyampaian laporan SPTPD dan Penyetoran Pajak Restoran

secara mandiri ke Kantor Badan, antara lain:

a.

Paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, Wajib
Pajak melaporkan SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar
ke Badan Pendapatan Daerah

Petugas Pelayanan menerima SPTPD yang telah diisi oleh Wajib

Pajak dan Laporan Pendukung kemudian melakukan perekaman data

SPTPD ke dalam Aplikasi, Laporan Pendukung berupa:

1) Omset Pendapatan diatas Rp 25.000.000,-/bulan wajib
melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan dan Rekapitulasi
Pendapatan Transaksi/Bill (apabila sudah terkoneksi dengan E-
PAD SI BAMBANG tidak diwajibkan melampirkan Rekapitulasi
Pendapatan Transaksi/Bill)

2) Omset Pendapatan Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp
25.000.000,- per bulan wajib melampirkan Rekapitulasi
Pendapatan Bulanan

3) Omset Pendapatan di bawah Rp 5.000.000,- tidak diwajibkan
melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan.

Petugas Verifikator memeriksa kelengkapan SPTPD dan Laporan

Pendukung

Kepala Sub Validasi dan Penetapan menandatangani Tanda Terima

Pelaporan SPTPD yang berkode billing

Petugas Pelayanan mencetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD

berkode billing yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak

Wajib Pajak menerima Tanda Terima Pelaporan SPTPD lalu menulis

tanda terima pada Buku Register Tanda Terima Pelaporan SPTPD

dan kemudian dapat melakukan penyetoran pada tempat pembayaran
yang ditunjuk

Proses selesai.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

2. Tata cara penyampaian laporan SPTPD dan Penyetoran Pajak Restoran

secara mandiri online melalui E-PAD, antara lain:

a.

Paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, Wajib
Pajak melaporkan SPTPD yang telah diisi dengan lengkap dan benar
ke Badan Pendapatan Daerah secara online pada Aplikasi E-PAD
Petugas Verifikator memeriksa kelengkapan SPTPD dan Laporan
Pendukung, Laporan Pendukung berupa:

1) Omset Pendapatan diatas Rp 25.000.000,-/bulan wajib
melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Transaksi/Bill dan
Rekapitulasi Pendapatan Bulanan (apabila sudah terkoneksi
dengan E-PAD SI BAMBANG tidak diwajibkan melampirkan
Rekapitulasi Pendapatan Transaksi/Bill)

2) Omset Pendapatan Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp
25.000.000,- per bulan wajib melampirkan Rekapitulasi
Pendapatan Bulanan

3) Omset Pendapatan di bawah Rp 5.000.000,- diperbolehkan tidak
melampirkan Rekapitulasi Pendapatan Bulanan.

Kepala Sub Bidang Validasi dan Penetapan menandatangani Tanda

Terima Pelaporan SPTPD yang berkode billing

Wajib Pajak dapat mencetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD

berkode biling sendiri dan kemudian dapat melakukan penyetoran

pada chanel pembayaran yang ditunjuk

Proses selesai.

3. Tata cara Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dan Penyetoran Pajak

Restoran, antara lain:

a.

Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya secara rutin
melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak dalam melakukan

pelaporan SPTPD

Terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan tanggal 15 setelah

berakhirnya masa pajak belum melaporkan SPTPD akan diberi surat

teguran
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c. Apabila sampai dengan 30 hari setelah berakhirnya masa pajak, Wajib
Pajak tidak melakukan penyampaian dan pengisian SPTPD maka
petugas Sub Bidang Pendataan PDL membuat SPTPD secara jabatan,
yang dapat dihitung berdasarkan Pelaporan SPTPD bulan terakhir
ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25%
dan bunga 2% per bulan sesuai ketentuan yang berlaku

d. Penerapan Sanksi Administratif Kenaikan dan Bunga akibat tidak
dilakukan pengisian dan penyampaian SPTPD mulai pelaporan Masa
Pajak Februari 2020

e. Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 hari setelah masa pajak
berakhir telah menyampaikan laporan SPTPD namun melakukan
penyetoran setelah batas waktu jatuh tempo maka kode biling pada
Tanda Terima Pelaporan SPTPD dianggap tidak berlaku. Dan harus
dilakukan pencetakan SKPDKB dengan kode biling baru, yang telah
ditambah dengan sanksi administrasi bunga keterlambatan pelaporan
2% per bulan sesuai ketentuan yang berlaku

f. Penerapan Sanksi Bunga Keterlambatan Pelaporan SPTPD untuk
pelaporan Masa Pajak

g. Proses Selesai.

2.6.4 Prosedur Perhitungan secara Jabatan dan Penetapan Pajak Restoran
1. Tata Cara Penyusunan Nota Perhitungan secara Jabatan Pajak Restoran,
antara lain:
a. Isian SPTPD secara jabatan yang telah dibuat oleh Sub Bidang
Pendataan Pajak Daerah Lainnya dibubuhi tanda tangan Kepala Sub
Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya akan menjadi dasar
pembuatan Nota Perhitungan secara Jabatan
b. SPTPD secara jabatan diserahkan kepada Petugas Pelayanan yang
akan menginput informasi objek pajak pada SPTPD secara jabatan ke
dalam Aplikasi E-PAD sehingga menjadi Konsep Nota Perhitungan

secara jabatan
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Konsep Nota Perhitungan secara jabatan dibuat berdasarkan SPTPD
secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi sesuai ketentuan yang
berlaku

Petugas Verifikator Sub Bidang Validasi dan Penetapan memeriksa
kelengkapan dan kesesuaian SPTPD secara jabatan dan Nota
Perhitungan secara jabatan

Setelah Nota Perhitungan secara jabatan disetujui oleh verifikator
maka Kepala Sub Bidang Validasi dan Penetapan melakukan
pengecekan Konsep Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB) berkode biling, kemudian menandatanganinya.

Proses selesai.

2.6.5 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran

1. Tata Cara Pembayaran SPTPD Pajak Restoran, antara lain:

a.

C.

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Restoran paling lambat
sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada Tanda Terima
Pelaporan SPTPD/SKPD/SKPDKB yaitu 30 hari setelah dilakukan
penetapan. Apabila wajib Pajak melakukan pembayaran melewati
jatuh tempo maka sanksi admistratif sebesar 2 persen per bulan
secara otomatis melekat pada Tanda Terima Pelaporan
SPTPD/SKPD/SKPDKB saat dilakukan pembayaran

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran menggunakan Tanda
Terima Pelaporan SPTPD/SKPD/SKPDKB berkode billing
langsung ke Loket Bank Jatim atau berbagai chanel pembayaran
yang ditunjuk

Proses selesai.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

BAB 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus
ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Diploma Ill Perpajakan untuk
menyusun laporan PKN atau Praktek Kerja Nyata jika sudah menyelesaikan
minimal 106 sks, guna memenuhi tugas akhir serta salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma I11 Perpajakan.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan memberikan
kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang
diperoleh selama masa perkuliahan dan mengimplementasikan dalam dunia
kerja. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik negara

maupun swasta dengan syarat adanya persetujuan dari intansi terkait.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di JI. Jaksa Agung Suprapto no.140,
Giri, Banyuwangi. Pada waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis

ditempatkan pada Sub Bidang Validasi dan Penetapan.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas
nomor 0960/UN25.1.2/SP/2021 yaitu mulai dari tanggal 1 Februari s/d 31
Maret 2021 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun
kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di Badan

Pendapatan Kabupaten Jember yaitu:
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Hari Jam Kerja Jam Istirahat

Senin s/d Kamis 07.00 s/d 15.30 WIB  11.30 s/d 13.00 WIB
Jumat 07.00 s/d 14.30 WIB 11.00 s/d 13.00 WIB
Sabtu s/d Minggu  Libur Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwngi (2021)
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata
Adapun rincian kegiatan selama Praktek Kerja Nyata di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Tabel 3.2 Rincian kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan

Nomor X Uraian Kegiatan Hasil Kegiatan
Penanggung
Jawab
(a) (b) (©) (d)
1 Februari Perkenalan instansi Mengetahui tentang
2021 Badan Pendapatan Instansi dan
Daerah Kabupaten kepengurusan Badan
. Slamet Banyuwangi Pendapatan Daerah
Rosidi Kabupaten Banyuwangi
(Kasubbid
Validasi dan
Penetapan)
2 Februari Membantu verifikasi Mengetahui alur
2021 data wajib pajak pada  verifikasi data wajib
2 Pajak Mineral Bukan pajak pada Pajak
Mbak Cecil  logam dan Batuan Mineral Bukan logam

dan Batuan
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(Staff Bidang

Validasi dan
Penetapan)
3 Februari  a. Membantu verifikasi a. Mengetahui cara
2021 data wajib pajak pada  verifikasi data wajib
Pajak Hotel yang pajak pada Pajak
telat bayar Hotel yang telat bayar
Slamet b. Membantu . Mengetahui cara
Rosidi melakukan pendataan melakukan pendataan
(Kasubbid pada Pajak Parkir pada Pajak Parkir
Validasi dan masa pajak Desember ~ masa pajak Desember
Penetapan) 2020 untuk penetapan 2020 untuk penerbitan
SKPDKB SKPDKB
4 Februari a. Membantu . Mengetahui cara
A melakukan pendataan ~ melakukan pendataan
Slamet pada objek Pajak pada objek Pajak
Rosidi Restoran, Pajak Restoran, Pajak Parkir,
(Kasubbid Parkir, Pajak Hiburan ~ Pajak Hiburan untuk
vValidasi dan untuk penetapan penetapan SKPDKB
Penetapan) SKPDKB .Mengetahui alur
b. Membantu melakukan pencetakan
melakukan SKPD Pajak Restoran
pencetakan SKPD
Pajak Restoran
5 Februari a. Sharring dengan a. Mengetahui tentang
2021 Kepala Badan Instansi, struktur
berkaitan dengan organisasi dan
Alief Instansi, struktur tupoksinya
Rachman organisasi dan b. Mengetahui alur
Kartiono tupoksinya pencetakan
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(Kepala b. Membantu SPTPD/SKPD Pajak

Badan melakukan Restoran

Pendapatan pencetakan c.Mengetahui alur

Daerah) SPTPD/SKPD Pajak pengarsipan
Restoran SPTPD/SKPD Pajak

Mbak c. Membantu Restoran

Lintang melakukan

(Staff Bidang  pengarsipan

Validasi dan SPTPD/SKPD Pajak

Penetapan) Restoran

8 Februari  a. Membantu a. Mengetahui alur

2021 melakukan pencetakan
pencetakan SPTPD/SKPD Pajak

Mbak SPTPD/SKPD Pajak Reklame dan Pajak

Lintang & Reklame dan Pajak Restoran

Mbak Vitri Restoran b. Mengetahui cara

(staff Bidang b. Membantu pendataan melakukan pendataan

Validasi dan Wajib Pajak pada Wajib Pajak pada

Penetapan) Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah

9 Februari Membantu Mengetahui alur

2021 melakukan pencetakan
pencetakan SPTPD/SKPD Pajak

Mbak SPTPD/SKPD Pajak Air Tanah dan Pajak

Lintang Air Tanah dan Pajak Restoran

(Staff Bidang ~ Restoran

Validasi dan

Penetapan)

10 Februari  a.Membantu packing a. Mengetahui alur

2021 SPPT PBB dalam packing SPPT PBB

rangka cetak masal

Mas Romi PBB

dalam rangka cetak
masal PBB
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(Staff b.Pengarahan dan b.Mengetahui ruang

Pendataan, pembekalan terkait lingkup Badan

Penilaian ruang lingkup Badan Pendapatan Daerah

PBB (P2) Pendapatan Daerah c.Mengetahui alur

dan BPHTB) c.Membantu pencetakan

Mbak Cecil pencetakan SPTPD/SKPD Pajak

& Mbak SPTPD/SKPD Pajak Parkir, Pajak

Lintang Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak

(Staff Bidang ~ Restoran, dan Pajak Hotel

Validasi dan Hotel

Penetapan)

Bambang

Hartono

(Kasubbid

Pemeriksaan

dan

Keberatan)

11 Februari  a. Membantu packing a. Mengetahui alur

2021 SPPT PBB dalam packing SPPT PBB
rangka cetak masal dalam rangka cetak

Mbak Weni PBB masal PBB

(Staff b. Membantu . Mengetahui alur

Pendataan, pencetakan dan pencetakan dan

Penilaian pengarsipan pengarsipan

PBB (P2) SPTPD/SKPD Pajak SPTPD/SKPD Pajak

dan BPHTB) Restoran, Pajak Air Restoran, Pajak Air
Tanah, dan Pajak Tanah, dan Pajak

Mbak Vitri Hotel Hotel

& Mbak

Lintang
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(Staff Bidang

Validasi dan

Penetapan)

15 Februari  a. Membantu packing a. Mengetahui alur

2021 SPPT PBB dalam packing SPPT PBB
rangka cetak masal dalam rangka cetak

Rivo PBB masal PBB

Firdauzy b. Sharring berkaitan . Mengetahui tentang

Febriansyah dengan ruang ruang lingkup PBB

(PIt lingkup PBB dan dan BPHTB

Kasubbid BPHTB . Mengetahui alur

i Pendataan, c. Membantu pencetakan dan

Penilaian pencetakan dan pengarsipan

PBB (P2) pengarsipan SPTPD/SKPD Pajak

dan BPHTB) SPTPD/SKPD Restoran dan Pajak

Mbak Pajak Restoran dan Hotel

Lintang & Pajak Hotel

Mas Sigit

(Staff Bidang

Validasi dan

Penetapan)

16 Februari  a. Membantu packing . Mengetahui alur

2021 SPPT PBB dalam packing SPPT PBB
rangka cetak masal dalam rangka cetak

Mas Romi PBB masal PBB

1 (Staff b. Membantu . Mengetahui alur

Pendataan, pencetakan dan pencetakan dan

Penilaian pengarsipan pengarsipan

PBB (P2) SPTPD/SKPD SPTPD/SKPD Pajak

dan BPHTB) Pajak Hotel dan Hotel dan Pajak

Pajak Reklame

Reklame
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Mbak Vitri c. Berpartisipasi dalam c. Mengetahui tujuan
& Mas Sigit rapat Korwil terkait terkait Bimtek
(Staff Bidang Bimtek Optimalisasi Optimalisasi Pajak
Validasi dan Pajak Daerah Daerah melalui
Penetapan) melalui aplikasi E- aplikasi E-PAD
PAD
17 Februari . Membantu packing . Mengetahui alur
2021 SPPT PBB dalam packing SPPT PBB
rangka cetak masal dalam rangka cetak
Slamet PBB masal PBB
Rosidi . Membantu . Mengetahui alur
(Kasubbid pencetakan dan pencetakan dan
Validasi dan pengarsipan pengarsipan
Penetapan) SPTPD/SKPD SPTPD/SKPD Pajak
1 Pajak Restoran, Restoran, Pajak Air
Rivo Pajak Air Tanah, Tanah, Pajak Hotel,
Firdauzy Pajak Hotel, Pajak Pajak Parkir, dan
Febriansyah Parkir, dan Pajak Pajak Reklame
(PIt Reklame . Mengetahui alur
Kasubbid . Membantu input data Wajib
Pendataan, melakukan input Pajak pada Pajak
Penilaian data Wajib Pajak Reklame yang
PBB (P2) pada Pajak Reklame terhutang
dan BPHTB) yang terhutang
18 Februri . Membantu packing . Mengetahui alur
2021 SPPT PBB dalam packing SPPT PBB
rangka cetak masal dalam rangka cetak
13 Mas Romi PBB masal PBB
(Staff . Membantu . Mengetahui alur
Pendataan, pencetakan dan pencetakan dan
Penilaian pengarsipan pengarsipan
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PBB (P2) SPTPD/SKPD SPTPD/SKPD Pajak
dan BPHTB) Pajak Restoran, Restoran, Pajak Air
Pajak Air Tanah, Tanah, Pajak Hotel,
Mbak Cecil Pajak Hotel, dan dan Pajak Parkir
& Mbak Pajak Parkir
Lintang
(Staff Bidang
Validasi dan
Penetapan)
19 Februari Membantu Mengetahui alur
2021 pencetakan pencetakan
dan pengarsipan dan pengarsipan
Mbak Vitri SPTPD/SKPD Pajak SPTPD/SKPD Pajak
14 & Mbak Restoran, Pajak Air Restoran, Pajak Air
Cecil Tanah, Pajak Hotel, Tanah, Pajak Hotel,
(Staff Bidang  Pajak Parkir, dan Pajak Parkir, dan
Validasi dan Pajak Reklame Pajak Reklame
Penetapan)
22 Februari Membantu Mengetahui alur
2021 pencetakan dan pencetakan dan
pengarsipan pengarsipan
Mbak Cecil SPTPD/SKPD Pajak SPTPD/SKPD Pajak
15 & Mbak Restoran, Pajak Restoran, Pajak
Lintang Hiburan, Pajak Hotel,  Hiburan, Pajak Hotel,
(Staff Bidang  Pajak Parkir, dan Pajak Parkir, dan
Validasi dan Pajak Reklame Pajak Reklame
Penetapan)
23 Februari Membantu Mengetahui alur
16 2021 pencetakan dan pencetakan dan

pengarsipan
SPTPD/SKPD Pajak

pengarsipan
SPTPD/SKPD Pajak
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Mas Sigit & Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hotel,
Mbak Vitri Hotel, dan Pajak dan Pajak Reklame
(Staff Bidang ~ Reklame
Validasi dan
Penetapan)
24 Februari Membantu Mengetahui alur
2021 pencetakan dan pencetakan dan
pengarsipan pengarsipan
Mbak Vitri SPTPD/SKPD Pajak SPTPD/SKPD Pajak
17 & Mbak Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hotel,
Lintang Hotel, dan Pajak dan Pajak Reklame
(Staff Bidang  Reklame
Validasi dan
Penetapan)
25 Februari  a. Membantu a. Mengetahui alur
2021 pencetakan dan pencetakan dan
pengarsipan pengarsipan
Mbak Vitri SPTPD/SKPD SPTPD/SKPD Pajak
& Mbak Pajak Restoran dan Restoran dan Pajak
Lintang Pajak Reklame Reklame
(Staff Bidang b. Membantu . Mengetahui cara
Validasi dan melakukan melakukan
18 Penetapan) crosscheck data crosscheck data
Wajib Pajak yang Wajib Pajak yang
Mbak Ina menunggak Pajak menunggak Pajak

(Staff Bidang

Penagihan) C.

Mbak Adila
(Staff Bidang
Penagihan)

Hotel

Membantu
melakukan
pengecekan nama-
nama pendistribusi
SPPT PBB se-

Hotel

. Mengetahui cara

melakukan
pengecekan nama-
nama pendistribusi
SPPT PBB se-
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Kabupaten

Banyuwangi

. Membantu

membuat surat
tagihan pajak pada

Pajak Restoran

Kabupaten
Banyuwangi

d. Mengetahui cara
membuat surat
tagihan pajak pada

Pajak Restoran

26 Februari Membantu Mengetahui alur
2021 pencetakan dan pencetakan dan
pengarsipan pengarsipan
Mas Sigit & SPTPD/SKPD Pajak SPTPD/SKPD Pajak
19 Mbak Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hotel,
Lintang Hotel, dan Pajak dan Pajak Reklame
(Staff Bidang ~ Reklame
Validasi dan
Penetapan)
1 Maret 2021  Membantu Mengetahui alur
pencetakan dan pencetakan dan
Mbak pengarsipan pengarsipan
Lintang SPTPD/SKPD Pajak SPTPD/SKPD Pajak
20 (Staff Bidang  Restoran, Pajak Air Restoran, Pajak Air
Validasi dan Tanah, Pajak Tanah, Pajak
Penetapan) Penerangan Jalan Penerangan Jalan Non
Non PLN dan Pajak PLN dan Pajak
Reklame Reklame
2 Maret 2021 a. Membantu a. Mengetahui cara
melakukan melakukan pendataan
Mbak Ina pendataan buku 4,5 buku 4,5 pada SPPT
21 (Staff Bidang pada SPPT PBB se- PBB se-Kabupaten
Penagihan) Kabupaten Banyuwangi
Banyuwangi b. Mengetahui cara

Mbak Adila

membuat surat
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(Staff Bidang

Membantu

tagihan Pajak

Penagihan) membuat surat Restoran
tagihan Pajak
Restoran

3 Maret 2021 a. Membantu . Mengetahui alur

pencetakan dan

pengarsipan

pencetakan dan

pengarsipan

Mas Sigit SPTPD/SKPD SPTPD/SKPD Pajak
(Staff Bidang Pajak Restoran dan Restoran dan Pajak
22 Validasi dan Pajak Hiburan Hiburan
Penetapan) b. Membantu . Mengetahui cara
membuat surat membuat surat
Mbak Adila tagihan Pajak tagihan Pajak
(Staff Bidang Restoran dan Pajak Restoran dan Pajak
Penagihan) Reklame Reklame
4 Maret 2021 a. Membantu . Mengetahui alur
pencetakan dan pencetakan dan
pengarsipan pengarsipan
Mbak Vitri SPTPD/SKPD SPTPD/SKPD Pajak
(Staff Bidang Pajak Air Tanah, Air Tanah, Pajak
Validasi dan Pajak Parkir, dan Parkir, dan Pajak
2 Penetapan) Pajak Reklame Reklame
b. Membantu . Mengetahui cara
membuat surat membuat surat
Mbak Adila tagihan Pajak tagihan Pajak
(Staff Bidang Reklame Reklame
Penagihan)
6 Maret a. Membantu . Mengetahui alur
” 2021 pencetakan dan pencetakan dan

pengarsipan
SPTPD/SKPD

pengarsipan
SPTPD/SKPD Pajak



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

42

Mbak Cecil

& Mbak

Lintang

(Staff Bidang b.
Validasi dan

Penetapan)

Mbak Adila
(Staff Bidang
Penagihan)

Pajak Restoran,
Pajak Air Tanah,
dan Pajak Parkir
Membantu
pencatatan
SPTPD/SKPD ke
dalam buku besar

dan buku kecil

Restoran, Pajak Air
Tanah, dan Pajak
Parkir

. Mengetahui cara

pencatatan
SPTPD/SKPD ke
dalam buku besar

dan buku kecil

25

8 Maret 2021 a.

Armi Astuti
(Kasubbid
Penagihan
PBB P2 Dan
BPHTB)

Membantu
melakukan
pendistribusian
SPPT PBB (P2) ke
Kecamatan
Blimbingsari,
Kecamatan
Songgon, dan
Kecamatan Kabat
Membantu
melakukan
penagihan Pajak
PBB (P2)
khususnya Tanah
Kas Desa (TKD)
masa pajak tahun
2020 yang belum
terbayar di
Kecamatan
Songgon dan

Kecamatan Kabat

. Mengetahui alur

pendistribusian SPPT
PBB (P2) ke
Kecamatan
Blimbingsari,
Kecamatan Songgon,
dan Kecamatan
Kabat

. Mengetahui alur

penagihan Pajak
PBB (P2) khususnya
Tanah Kas Desa
(TKD) masa pajak
tahun 2020 yang
belum terbayar di
Kecamatan Songgon
dan Kecamatan
Kabat
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26

9 Maret 2021 a.

Armi Astuti
(Kasubbid
Penagihan
PBB P2 Dan
BPHTB)

Mbak b.

Lintang
(Staff Bidang
Validasi dan

Penetapan)

Membuat laporan
hasil sosialisasi
pendistribusian
SPPT PBB (P2) dari
Kecamatan
Blimbingsari,
Kecamatan
Songgon, dan
Kecamatan Kabat
Membantu
pencetakan dan
pengarsipan
SPTPD/SKPD
Pajak Restoran,
Pajak Hotel, dan
Pajak Parkir
Membantu mencatat
SKPD ke dalam
buku kecil

a. Mengetahui cara

membuat laporan
hasil sosialisasi
pendistribusian SPPT
PBB (P2) dari
Kecamatan
Blimbingsari,
Kecamatan Songgon,
dan Kecamatan
Kabat

. Mengetahui alur

pencetakan dan
pengarsipan
SPTPD/SKPD Pajak
Restoran, Pajak
Hotel, dan Pajak
Parkir

. Mengetahui alur

mencatat SKPD ke
dalam buku kecil
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10 Maret a. Membantu a. Mengetahui alur
2021 melakukan pendistribusian SPPT
pendistribusian PBB (P2) ke
Armi Astuti SPPT PBB (P2) ke Kecamatan
(Kasubbid Kecamatan Singojuruh dan
Penagihan Singojuruh dan Kecamatan Sempu
PBB P2 Dan Kecamatan Sempu . Mengetahui cara
27 BPHTB) . Membuat laporan membuat laporan
hasil sosialisasi hasil sosialisasi
pendistribusian pendistribusian SPPT
SPPT PBB (P2) dari PBB (P2) dari
Kecamatan Kecamatan
Singojuruh dan Singojuruh dan
Kecamatan Sempu Kecamatan Sempu
12 Maret Membantu Mengetahui alur
2021 pencetakan dan pencetakan dan
pengarsipan pengarsipan
Mbak Riri & SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada
28 Mbak Pajak Restoran, Pajak Restoran,
Lintang Pajak Air Tanah, Pajak Air Tanah,
(Staff Bidang Pajak Hotel, dan Pajak Hotel, dan
Validasi dan Pajak Reklame Pajak Reklame
Penetapan)
15 Maret . Membantu . Mengetahui alur
2021 melakukan melakukan
pendistribusian pendistribusian SPPT
29 SPPT PBB (P2) ke PBB (P2) ke
Kecamatan Kecamatan

Armi Astuti

Rogojampi dan

Kecamatan Srono

Rogojampi dan

Kecamatan Srono
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(Kasubbid b. Membuat laporan b. Mengetahui cara

Penagihan hasil sosialisasi membuat laporan

PBB P2 Dan pendistribusian hasil sosialisasi

BPHTB) SPPT PBB (P2) dari pendistribusian SPPT
Kecamatan PBB (P2) dari
Rogojampi dan Kecamatan
Kecamatan Srono Rogojampi dan

Kecamatan Srono

16 Maret a. Membantu . Mengetahui cara

2021 melakukan melakukan pendataan
pendataan piutang piutang Pajak

Mbak Adila Pajak Reklame dan Reklame dan Pajak

(Staff Bidang

Pajak Restoran

Restoran

Penagihan) b. Membantu . Mengetahui alur
30 melakukan melakukan
Mbak Cecil pencetakan dan pencetakan dan
& Mbak pengarsipan pengarsipan
Vitri SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada
(Staff Bidang Pajak Restoran, Pajak Restoran,
Validasi dan Pajak Reklame, dan Pajak Reklame, dan
Penetapan) Pajak Hotel Pajak Hotel
17 Maret a. Membantu . Mengetahui cara
2021 melakukan melakukan pendataan
pendataan buku 4,5 buku 4,5 SPPT PBB
Mbak SPPT PBB (P2) (P2) untuk dibagi
a1 Lintang & untuk dibagi kepada kepada setiap
Mas Sigit setiap koordinator koordinator wilayah

(Staff Bidang

Validasi dan b.

Penetapan)

wilayah
Membantu
melakukan

pencetakan dan

. Mengetahui alur

melakukan
pencetakan dan

pengarsipan
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Mbak pengarsipan SPTPD/SKPD pada
Imamah SPTPD/SKPD pada Pajak Restoran,
(Staff Bidang Pajak Restoran, Pajak Air Tanah,
Penagihan) Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan
Pajak Reklame, dan Pajak Hotel
Mbak Adila Pajak Hotel . Mengetahui cara
(Staff Bidang c¢. Membantu melakukan pendataan
Penagihan) melakukan piutang pada Pajak
pendataan piutang Reklame
pada Pajak Reklame
18 Maret Membantu Mengetahui alur
2021 melakukan melakukan
pencetakan dan pencetakan dan
Mbak pengarsipan pengarsipan
32 Lintang SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada
(Staff Bidang Pajak Restoran, Pajak Restoran,
Validasi dan Pajak Hiburan, Pajak Hiburan, Pajak
Penetapan Pajak Reklame, dan Reklame, dan Pajak
Pajak Hotel Hotel
19 Maret a. Membantu . Mengetahui alur
2021 melakukan melakukan
pencetakan dan pencetakan dan
Mbak pengarsipan pengarsipan
Lintang & SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada
33 Mas Sigit Pajak Restoran, Pajak Restoran,
(Staff Bidang Pajak Air Tanah, Pajak Air Tanah,
Validasi dan Pajak Hiburan, dan Pajak Hiburan, dan
Penetapan) Pajak Hotel Pajak Hotel
b. Membantu . Mengetahui cara
Mbak Adila melakukan melakukan pendataan
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(Staff Bidang

pendataan piutang

piutang Pajak

Penagihan) Pajak Restoran Restoran

22 Maret a. Membantu . Mengetahui alur

2021 melakukan melakukan
pencetakan dan pencetakan dan

Mbak Cecil pengarsipan pengarsipan

& Mbak SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada

34 Vitri Pajak Restoran, Pajak Restoran,
(Staff Bidang Pajak Reklame, dan Pajak Reklame, dan
Validasi dan Pajak Hotel Pajak Hotel
Penetapan) b. Membantu . Mengetahui cara
Mbak Adila melakukan melakukan pendataan
(Staff Bidang pendataan piutang piutang Pajak
Penagihan) Pajak Reklame Reklame
23 Maret a. Membantu . Mengetahui cara
2021 melakukan melakukan

pencetakan dan pencetakan dan
Mbak pengarsipan pengarsipan
Lintang & SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada
Mas Sigit Pajak Restoran, Pajak Restoran,

35 (Staff Bidang Pajak Reklame, dan Pajak Reklame, dan
Validasi dan Pajak Hotel Pajak Hotel
Pendataan) b. Membuat surat . Mengetahui cara

tagihan Pajak membuat surat
Mbak Adila Reklame tagihan Pajak
(Staff Bidang Reklame
Penagihan)
24 Maret a. Membantu . Mengetahui alur

36 2021 melakukan melakukan

pencetakan dan

pengarsipan

pencetakan dan

pengarsipan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

48

Mbak SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada

Lintang & Pajak Parkir, Pajak Pajak Parkir, Pajak

Mbak Vitri Reklame, dan Pajak Reklame, dan Pajak

(Staff Bidang Hotel Hotel

Validasi dan  b. Membuat surat . Mengetahui cara

Penetapan) tagihan Pajak membuat surat
Reklame tagihan Pajak

Mbak Adila Reklame

(Staff Bidang

Penagihan)

25 Maret a. Membantu . Mengetahui cara

2021 melakukan melakukan
pencetakan dan pencetakan dan

Mas Sigit pengarsipan pengarsipan

(Staff Bidang SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada

- Validasi dan Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pajak

Penetapan) Pajak Reklame, dan Reklame, dan Pajak
Pajak Hotel Hotel

Mbak Adila  b. Membantu . Mengetahui cara

(Staff Bidang melakukan melakukan pendataan

Penagihan) pendataan piutang piutang Pajak
Pajak Reklame Reklame

26 Maret a. Membantu . Mengetahui alur

2021 melakukan melakukan
pencetakan dan pencetakan dan

Mbak pengarsipan pengarsipan

38 Lintang SPTPD/SKPD pada SPTPD/SKPD pada

(Staff Bidang Pajak Restoran dan Pajak Restoran dan

Validasi dan Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah

Penetapan) . Mengetahui cara

membuat surat
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Mbak Adila  b. Membantu membuat tagihan pajak pada
(Staff Bidang surat tagihan pajak Pajak Restoran
Penagihan) pada Pajak Restoran

29 Maret Membantu Mengetahui alur
2021 melakukan dalam melakukan

Nur Soetjiati

penagihan pada
Pajak Hotel, Pajak

penagihan pada
Pajak Hotel, Pajak

39 (Kasubbag Hiburan, dan Pajak Hiburan, dan Pajak
Penagihan Restoran di Restoran di
Pajak Daerah Kecamatan Kecamatan
Lainnya) Rogojampi dan Rogojampi dan
Kecamatan Kecamatan
Blimbingsari Blimbingsari
30 Maret Membantu Mengetahui cara
2021 melakukan melakukan
m pendataan piutang pendataan piutang
Mbak Adila Pajak Reklame Pajak Reklame
(Staff Bidang
Penagihan)
31 Maret a. Membantu . Mengetahui cara
2021 melakukan melakukan

41 Mbak Adila
(Staff Bidang b.
Penagihan)

pendataan piutang

Pajak Reklame

Membantu membuat

surat tagihan Pajak

Restoran

pendataan piutang

Pajak Reklame

surat tagihan Pajak

Restoran

. Membantu membuat

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu

data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data dalam
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penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan
menggunakan angka. Data kuantitatif dalam penulisan Laporan Praktek Kerja
Nyata ini adalah data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan
data angka lainnya yang diperlukan sebagai penunjang dalam penulisan laporan
Praktik Kerja Nyata ini. Data kualitatif pada laporan ini berupa hasil
screenshoot website E-PAD, hasil observasi, wawancara yang dilakukan
penulis dengan Kepala Sub Bidang validasi dan Penetapan, staff penagihan
yang berpartisipasi dalam pembangunan sistem E-PAD di Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan
dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu
pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Laporan Praktek
Kerja Nyata ini menggunakan data primer dalam pengumpulan data yang di
butuhkan karena penulis melakukan pengumpulan sendiri data-data tersebut.
Data yang didapatkan belum pernah dikumpulkan sebelumnya, penulis
melakukan wawancara dengan kepala sub Bidang Validasi dan Penetapan dan
staff Bidang Penagihan selaku orang yang melakukan pembangunan sistem E-
PAD.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan
dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi
kebutuhan data penelitian. Data sekunder dapat bersumber dari buku,
publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, undang-
undang, artikel. Penulis juga menggunakan data sekunder karena data tersebut
berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi. Penulis meminta data tentang Target dan Realisasi
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Penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember dalam
beberapa tahun terakhir, data berupa dokumentasi sistem E-PAD, data yang
berkaitan dengan sistem pemungutan pajak restoraan, dan sumber lain yang

dapat menunjang penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka

Merupakan metode metode pengumpulan data yang diarahkan kepada
pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen
tertulis seperti buku, undang-undang, jurnal, foto-foto, gambar, maupun
dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan Laporan

Praktek Kerja Lapangan ini.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data berupa melakukan tanya jawab
kepada pihak terkait dengan materi Laporan Praktek Kerja Nyata, penulis
melakukan wawancara yaitu Bapak Slamet Rosidi selaku Kepal Sub Bidang
validasi dan penetapan, mas Arga selaku staff Bidang Penagihan yang turut
dalam pembangunan sistem E-PAD. Pada metode wawancara ini, penulis
menggunakan jenis pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan
terbuka adalah sederet pertanyaan yang dapat dijawab sepanjang dan sebebas
mungkin oleh narasumber. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang

bersifat membatasi narasumber dalam memberikan jawaban.

3. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
secara langsung objek penelitian. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis
mengamati proses Pemungutan Pajak Restoran melalui sistem E-PAD Pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

52

BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan laporan dari
pelaksanaan kegiata Praktek Kerja Nyata, untuk memperoleh hasil ini penulis
melakukan terjun lapang pada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten
Banyuwangi bidang Validasi dan Penetapan untuk mencari informasi dan data
yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil yaitu *“ Prosedur Pemungutan
Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah
Banyuwangi”.

4.2 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Restoran di Kabupaten
Banyuwangi
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak di Kabupaten

Banyuwangi yaitu :

1. Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi adalah orang pribadi atau
Badan yang mengusahakan Restoran.

2. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari Restoran.

3. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di
tempat pelayanan maupun di tempat lain. Rincian dalam objek pajak
restoran adalah:

a. Rumah makan

b. Kafetaria

c. Kantin

d. Warung

e. Bar

f. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
Restoran tidak dipungut pajak apabila nilai penjualannya dalam setiap bulan
tidak melebihi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
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4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Sistem Pemungutan, Masa Pajak, Saat
Terutang Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten
Banyuwangi
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan

Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi

Dasar pengenaan pajak restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu
jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran
dan apabila nilai pembayaran tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang
diterima.

2. Tarif Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen), apabila
sampai dengan 30 hari setelah berakhirnya masa pajak, Wajib Pajak tidak
melakukan penyampaian dan pengisian SPTPD maka petugas Sub Bidang
Pendataan Pajak Daerah Lainnya membuat SPTPD secara jabatan, yang
dapat dihitung berdasarkan Pelaporan SPTPD bulan terakhir ditambah
dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dan bunga 2%
per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada masa pandemi Covid-19 di banyuwangi berdasarkan
Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/13/Kep/429.011/2021 tentang
Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan,
Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran
Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah, Penerangan
Jalan Non PLN dan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penghapusan
Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-19 Tahun 2021
pada Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan
relaksasi pajak berupa Penghapusan Denda Sanksi Administrasi untuk

masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak November 2021.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

54

3. Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi dipungut dengan sistem Self
Assesment.

4. Masa Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi yaitu jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) bulan kalender.

5. Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada
pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan
SPTPD.

6. Cara Perhitungan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
Contoh:
Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak Restoran = Besaran Pajak Terutang
Rp 10.000.000 X 10% = Rp 1.000.000
Jadi besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh restoran yaitu sebesar
Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

4.4 Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Aktifasi Akun E-PAD Pajak

Restoran di Kabupaten Banyuwangi

4.4.1 Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Pajak Restoran
Prosedur pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi

Terdapat tiga cara, antara lain:

1. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Pajak Restoran
secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
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Wajlb Paja.k membawa wajlb Pa_]a.k mmga_]ukan

dokumen  persyaratan - permohonan  Pendaftaran

pendaftaran ke Badan melalui Petugas Pelayanan ‘

Pendapatan Daerah
Wajib pajak mengisi Formulir
Pendaftaran NPWPD  secara
lengkap

__Proses selesai '
t Petugas Pelayanan merekam data

Petugas Pelayanan menerbitikcan — Wajib Pajak ke dalam Database
Kartu NPWFPD

Wajib Pajak pada Aplikasi E-PAD

‘\‘\.

..‘/‘

Gambar 4.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Ke Kantor
BAPENDA

Keterangan:

a.

Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek
Pajak ke Badan melalui Petugas Pelayanan

Petugas Pelayanan memberikan Formulir Pendaftaran NPWPD
kepada Wajib Pajak

Wajib pajak mengisi Formulir Pendaftaran NPWPD secara lengkap
sesuai keadaan Wajib Pajak serta melampirkan dokumen pendukung
berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi SIUP/ NIB/ Akta Pendirian
Perusahaan (untuk wajib pajak Badan) Petugas Pelayanan merekam
data Wajib Pajak ke dalam Database Wajib Pajak pada Aplikasi E-
PAD

Petugas Pelayanan menerbitkan Kartu NPWPD dan diserahkan
kepada Wajib Pajak

Wajib Pajak mengisi Buku Register Tanda Terima Kartu NPWPD

Proses selesai.

Pada metode Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Pajak

Restoran secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah, kendala

yang sering terjadi yaitu Wajib Pajak kurang memahami persyaratan apa

saja yang perlu disiapkan selain itu Wajib Pajak harus meluangkan

waktu untuk datang ke Badan Pendapatan Daerah secara langsung untuk
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mendaftarkan Objek Pajak Restorannya. Keuntungannya Wajib Pajak
dapat langsung bertanya kepada petugas terkait kewajibannya sebagai

Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.

4.4.2 Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara pasif

online
T | Wajib  Pajas ukan N
/| Wajib Pajak menyiapkan dokumen an a mengaj \
persvaratan pendaftaran sebagai ‘ permohonan Pendaftaran melalui
Wajib Pajak aplikasi atau website E-PAD
Waptb  Pajak melakukan registras
dengan mengisi Formulir Pendaftaran
Proses selesai NPWPD secara lengkap
Petugas  DPelayanan  melakukan Petugas Pelayanan melakukan
persetujuan dan menerbitkan Kartu - verifikas: data Wajib Pajak pada /
\ NPWPD aplikasi E-PAD /

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.2 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Online

Keterangan:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Wajib dan Objek
Pajak di Aplikasi E-PAD

b. Wajib Pajak melakukan registrasi dengan mengisi Formulir
Pendaftaran NPWPD secara lengkap sesuai keadaan Wajib Pajak serta
mengunggah dokumen pendukung berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi
SIUP/ NIB/ Akta Pendirian Perusahaan (untuk wajib pajak Badan)

c. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi atas kesesuaian data Wajib
Pajak Database Wajib Pajak pada Aplikasi E-PAD

d. Petugas Pelayanan melakukan persetujuan dan menerbitkan Kartu
NPWPD untuk kemudian dikirimkan ke alamat Wajib Pajak

e. Proses selesai.
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Pada metode pendaftaran secara online kendala yang sering dihadapi
yaitu terkait dengan SDM yang kurang memadai mengakibatkan Wajib
Pajak tidak mengetahui alur dan proses pendaftaran secara online.
Keuntungan pendaftaran secara online yaitu Wajib Pajak tidak perlu datang
ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk
mendaftar sebagai Wajib Pajak dan hal tersebut lebih efisien terkait waktu,
akan tetapi saat ini untuk proses Pendaftaran secara online masih
dibekukan dan belum dapat digunakan karena proses maintenance, jadi
untuk sementara waktu pendaftaran Wajib Pajak dapat dilakukan dengan
datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah dan Pendataan secara aktif

oleh petugas dari Kantor Badan Pendapatan Daerah.

4.4.3 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak

Restoran secara aktif oleh Petugas

../‘.. i | -. .-\\\_

Petugas pada Sub Bidang Didampingi oleh petugas, Wanb
Pendataan PDL melalaskan ‘ Pajak diminta mengisi Formulir
Pendaftaran & Pendataan langsung Pendaftaran NPWPD

ke Wajib Pajak ‘

Petugas lapangan menyerahkan Formulir
Pendaftaran dan dokumen pendukung

kepada petugas pelayanan
3
t Petugas pelayanan merekam data
Petugas Pelayanan menerbitkan - Wajib Pajak ke Database pada
-"‘\ Kartu NPWPD aplikasi E-PAD /

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.3 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran oleh Petugas

Keterangan:
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a. Petugas pada Sub Bidang Pendataan PDL melakukan Pendaftaran &
Pendataan langsung ke Wajib Pajak dan memberikan informasi
mengenai kewajiban wajib pajak daerah

b. Dengan didampingi oleh petugas, Wajib Pajak diminta mengisi
Formulir Pendaftaran NPWPD secara lengkap sesuai keadaan Wajib
Pajak

c. Petugas lapangan menyerahkan Formulir Pendaftaran dan dokumen
pendukung kepada petugas pelayanan di Kantor Badan

d. Petugas pelayanan merekam data Wajib Pajak ke dalam Database
Wayjib Pajak pada Aplikasi E-PAD

e. Petugas Pelayanan menerbitkan Kartu NPWPD dan diserahkan kepada
Wajib Pajak

f. Wajib Pajak mengisi Buku Register Tanda Terima Kartu NPWPD

g. Proses selesai.

Pada metode Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak
Restoran secara aktif oleh Petugas kendala yang sering dihadapi oleh
petugas lapangan yaitu terkait pemilik restoran kecil yang belum menjadi
Wajib Pajak Restoran di Banyuwangi tidak ingin dikenai Pajak Restoran
dengan alasan penghasilan dari penjualannya hanya sedikit dan jika
dikenai pajak pemilik restoran tersebut beralasan tidak memiliki
keuntungan, akan tetapi jika pemilik restoran sadar rehadap pajak kendala
yang sering terjadi yaitu pemilik restoran tidak mengetahui persyaratan
apa saja untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak Restoran. Keuntungan dari
metode ini yaitu Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten banyuwangi untuk mendaftar sebagai
Wajib Pajak restoran, cukup melalui petugas yang melakukan pendataan
Objek Pajak Restoran dan kemudian akan dibantu untuk mengisi formulir
pendaftaran selain itu juga mendapat arahan terkait kewajibannya sebagai
Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi.
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4.4.4 Prosedur Aktivasi Akun E-PAD

Wajib Pajak setelah melengkapi dokumen pendaftaran dan setelah
disetujui oleh Petugas Verifikasi akan mendapatkan kartu NPWPD dan surat
aktivasi E-FIND, surat aktivasi E-FIND ini isinya merupakan nomor aktivasi

akun sebelum dapat menggunakan fasilitas dalam sistem E-PAD.

Berikut adalah contoh surat aktivasi E-FIND dari Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jakss Agung Supeapba 140 Telp. (0333) 418818 - 418321, Fax. 419614
e-mai : bapendaffibanyuwangikkab go.id

BANYLIWANGI
Banyuwangi, 25 Maret 2021
Kepada
Womaor T ‘fth. Waijib Pajak Ciaerah
Salal Penbng/Rahasia Kabupaten Banyuwangi
Lasmpiran 1 Karlu NPWPD
Pesihal Penyampaian Akses Pajak Daerah

Online Kabupaten Banywwangi

Bersama ini disampaikan dala wajib pajak daerah Kabupalen Banyuwangl yang 1elah terdaltar
sebagai berik ul

Nama Wajib Fejak
NFWFD
Alamat

Daflar Objek Pajak

NOPD Nama Objek Pajak
. wuvry __J}

Lintuk dapat mengakses layanan pajak daerah secara onling, selanjutnya wajib pajak dapat
melakukan aktivasi dengan kode E-FIND {ilishiild (ntuk permbuatan user dan password pada
situs E-PAD Banyuwangi https:ilayanan.banyuwangikab.go.id . Dengan keteniuan sebapal
e Lt

1. Wajib Pajak mengisi data-data serta password {Password hames terdin dari kombinasi
huruf dan angka sebamyak 8 (delapan) digit) dengan lenghkap dan benar pada TAB Aktivasi
E-FIMD lalu menekan tombal Register.

2. Password bersifal rahasia

3. Wajib Pajak dapal mengakses website Pajak Dasrah uniuk mekukan pelaporan dan
pembayaran Pa@ak Daerah.

Demikian infermasi inl untuk dapal digunakanan sebagaimana mestinga

KEPALA BADAN FENDAPATAN DAERAM
KABUPATEN BANYLIWANGI

PEMBIMNA UTAMA BMUDA
NIP. 19610813 1582041006

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.4 Surat Akses Pajak Daerah Online Kabupaten

Banyuwangi
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Prosedur aktivasi akun E-Pad pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi, antara lain:

1. Wajib Pajak mengunduh aplikasi atau masuk melalui website E-PAD pada
laman https://layanan.banyuwangikab.go.id/ kemudian tekan aktivasi

E-FIND. Isi borang secara lengkap dengan teliti dan benar, selanjutnya

tekan register.

nda & Aktivasi EFIN-D # Register @ Pembayaran @ Informasi

AKTIVASI
@ E-FIND
Electronic Filing Identification Number Daeraf, proses pendaftaran pengguna bagi wajib pajak yang sudah menpunyai NPWPD dan mendapatkan E-FIND.

Aktivasi Efind

Kode Efind
Nama Lengkap
Nomer KTP (NIK)
Email

Hp

Password

Komfirm Password

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.5 Tampilan Menu Aktivasi di E-PAD

2. Melakukan aktivasi akun E-PAD pada e-mail yang dicantumkan
ketika mengisi pada borang aktivasi E-FIND

3. Setelah melakukan aktivasi e-mail, Wajib Pajak dapat Log in ke
aplikasi atau sistem E-PAD untuk melakukan pelaporan dan

pembayaran Pajak Daerah.
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A Beranda (8 Pembayaran © Informasi Sptpd Mamin £2 Admin Panel A srosydy@gmail.com ~

PAJAK nmsrmws 1 'l,(
PEMERINTAH KABUPATEQ BA

— E—J,

E FIND PBB Pa]ak Daerah
Lainnya

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangl (2021)
Gambar 4.6 Tampilan Setelah Log in di E-PAD

INFORMAS
B Pajak Daerah

4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Sistem E-

PAD di Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi menggunakan Self Assessment System dimana wajib
pajak melaporkan sendiri pajak terutang di setiap bulan secara online
menggunakan aplikasi atau sistem E-PAD maupun langsung datang ke Kantor
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Prosedur pelaporan Pajak
Restoran secara online melalui aplikasi atau sitem E-PAD pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

- |
/Akses Aphkasi atau Website E- Log in aplikasi atau website E- \
" T - PAD

| Pilih objek Pajak Restoran |

$

Mengisi data secara lengkap dan

—

Tekan simpan dan laporan pajak «| Uploud dokumen pendukung |
akan autommatis terkirim

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.7 Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD
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Keterangan:

1. Aksen sistem E-PAD melalui internet browser

& https;/layanan.banyuwangikab.go.id

WhatsApp

Google

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.8 Tampilan browser akses E-PAD

2. Setelah akses aplikasi E-PAD, masuk ke dalam sistem aplikasi
dengan cara memasukkan User ID dan Password yang sudah

terdaftar.

Beranda ~ @AklivasiEFIN-D  # Regisier  [EPembayaran @ Informasi

Login

Email: -y@gmai\.com

Kata sandi: ‘ sarnaned

Belum mempunyai akun ? silahkan daftar disini.

Lupa Password

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.9 Tampilan Log in Sistem E-PAD
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3. Pilih objek Pajak Restoran untuk melakukan Pelaporan Pajak

Restoran. Pada tampilan halaman utama Wajib Pajak, selanjutnya

pilih objek Pajak Restoran.

A Beranda [@Pembayaran  @lnformasi  Wajib Pajak & bncbwil@gmail.com ~
Data Waijib Pajak
Jenis : PERORANGAN Propinsi - JAWA TIMUR
Nama : TESTER WP Kabupaten - BANYUWANGI
No. Id Kecamatan - BANYUWANGI
E-Mail Desa/Kelurahan TUKANGKAYU
Hp 3 Alamat :xxRT1RW 1
Daftar Objek Pajak
No NOPD NAMA
JENIS ALAMAT

1 08.0014033.01.0102 HIPAM DEV
Pajak Abt il

2 01.0014041.02.0201 HOTEL TESTER
Pajak Hotel

3 11.0014870.02.0202 GALIAN TESTER
Pajak Galian SDFSDFSDF

4 02.0014412.02.0216 RESTORAN TESTER
Pajak Restoran tester

JL. 30000

4=

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.10 Tampilan menu utama akun Wajib Pajak di Sistem

E-PAD

4. Pada tampilan menu objek Pajak Restoran, tekan tulisan entri data

yang terdapat pada pojok kanan atas untuk melakukan pelaporan

Pajak Restoran.

A Beranda @Pembayaran @ lnformasi  Wajib Pajak A bncbwil@gmail.com ~
Objek Pajak

NOPD 02.0014412.02.0216 [ Pajak Restoran ] Kabupaten BANYUWANGI

Nama Objek/Usaha : RESTORAN TESTER Kecamatan BANYUWANGI

Alamat tester Desa/Kelurahan TUKANGKAYU

Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Tgl.

SPTPD
2021-02-16 JASA BOGA

13:40:02 JASA BOGA BULAN JANUARI TAHUN 2020
2021-02-10 JASA BOGA

10:43:43 PAJAK JASA BOGA DINAS ... , SPM
2020-10-15 PAJAK RESTORAN

01:01:45 tes

2020-07-22 JASA BOGA

URAIAN

Bulan Tahun  Jumlah

01 2020 0

0

10 2020 1,00

100.000.00

- ENTRIDATA

Status  Verifikasi

Draft
Draft
Draft

Draft

09:18:27 PAJAK CATERING DESA WRINGINPITU UNTUK KEGIATAN MAMIN BPD

2020-07-21 JASA BOGA 1.000.000,000  Draft
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.11 Tampilan menu objek Pajak pada akun Wajib

Pajak di Sistem E-PAD

“SG!@
16688
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Mengisi data pajak secara lengkap dan benar kemudian sistem akan
menghitung secara otomatis jumlah pajak terutangnya dengan tarif

10% kemudian tekan simpan.

= @Frontend & srosydy@gmail. com || Badan H

Objek Pajak

NOPD : -JaK Restoran | Kabupaten - BANYUWANGI
Nama Objek/Usana : Kecamatan : TEGALDLIMO
Alamat - KEC. TEGLADLIMO DesafKelurahan WRINGINPITU

Formulir SPTPD -

Klasifikasi tarif "
Tarif

Sifat Reguler v
Periode Maret v 2021 ~

Pendapatan

Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar

Keterangan
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.12 Tampilan menu pengisian data pelaporan Pajak

Restoran di Sistem E-PAD

Melakukan uploud data pendukung seperti laporan omset padal bulan

pajak terutang.

@Frontend & srosydy@gmail.com || Badan Pendapatan Daerah

NOPD -Jak Restoran ] Kabupaten

I BANYUWANGI

Nama Objek/Usaha RESTORAN BIK ATI Il Kecamatan  KALIPURO
Alamat JL. RAYA SITUBONDO Desa/Kelurahan  : BULUSAN
O Rincian
el URAIAN Bulan Tahun Edit
SPTPD
2021-02-10 PAJAK RESTORAN 01 2021 1.188.100,00,

13:43:28 |PAJAK RESTORAN BULAN JANUARI TAHUN 2021

o Data pendukung

f—’-—'?_ﬁﬂ:' F ’._".'".:

I ; = | ‘
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.13 Tampilan menu uploud data pendukung pelaporan

Pajak Restoran di Sistem E-PAD
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7. Pilih status finish pada kolom status pelaporan sebagai tanda telah
merekam semua data dengan benar, kemudian tekan simpan dan
secara otomatis terkirim ke database bagian pelayanan untuk

dilakukan verifikasi.

= @Frontend & srosydy@gmail.co

2021-02-10 PAJAK RESTORAN 01
13:43:28 |PAJAK RESTORAN BULAN JANUARI TAHUN 2021

0 Data pendukung

Lampiran Choose File | No file chosen Upload
® —ar— ( i
| . ‘
° Status

o]
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.14 Tampilan menu status pelaporan Pajak Restoran
di Sistem E-PAD

Setelah klik simpan Wajib Pajak menunggu pihak Badan
Pendapatan Daerah pada bagian pelayanan untuk melakukan
verifikasi data yang ada sebelum diterbitkan SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah).

Kelemahan atau kendala yang sering terjadi pada proses pelaporan yaitu
terkait tata cara pelaporan secara online karena SDM yang kurang memadai,
selain itu juga terkait dokumen pendukung yang diupload kurang jelas dan
ketidaksesuaian antara nominal pada data yang diinput dengan data yang ada
pada dokumen pendukung, hal itu mengakibatkan menghambat proses
pelaporan karena diminta untuk memperbaiki kembali oleh petugas verifikasi
dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Keuntungan

dari proses Pelaporan Pajak Restoran secara online yaitu Wajib Pajak tidak
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perlu datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

untuk melaporkan pajak terutangnya, selain itu juga lebih efisien waktu.

4.6 Prosedur Verifikasi dan Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD)

Prosedur ini dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi khususnya pada bidang Validasi dan Penetapan, setelah Wajib
Pajak melaporkan SPTPD, pihak Badan Pendapatan Daerah melakukan
pengecekan data yang dilaporkan dengan melakukan penyesuaian data antara
yang ada di sistem dengan dokumumen pendukung. Apabila terdapat data yang
tidak sesuai atau kesalahan input data oleh Wajib Pajak, maka SPTPD akan
dikembalikan ke pihak Wajib Pajak dengan memberikan keterangan
ketidaksesuaian data untuk memperbaiki kembali datanya melalui sistem E-
PAD jika Wajib Pajak melaporkan sendiri Pajak terutangnya secara online
melalui sistem E-PAD. Jika dalam tahap verifikasi data sudah sesuai dengan
yang ada di sistem maka data akan diteruskan kepada Kepala Sub Bidang
Validasi dan Penetapan untuk dilakukan penetapan dengan cara memberikan
tanda tangan digital berupa barcode. Setelah dilakukan penetapan, terbit SKPD
(Surat Ketetapan Pajak Daerah) surat tersebut digunakan untuk melakukan

pembayaran Pajak Restoran.

QFrontend & Jajandodol2@yahoo.co.id | Badan Pendapatan Daetah

3
T

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.15 Tampilan status pengembalian SPTPD ke Wajib Pajak
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S
NOPD 02.0013852.04.0402 [ Pajak Restoran | Kabupaten BANYUWANGI
Nama Objek/Usaha KING STAR CAFE & KARAOKE Kecamatan GAMBIRAN
Alamat JAIAG DesalKelurahan GAMBIRAN
o Rincian
Tal URAIAN Bulan = Tahun | Jumlah Edit
SPTPD
2021-05-10 CAFETARIA 04 2021 |1.339.800,00
11:0453 | CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021
0 Data pendukung
| p—
o
° Status
Pelaporan Final /
Verifikasi <1
Pengesahan & Cetak SPTPD

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.16 Tampilan status SPTPD terverifikasi

Pada gambar diatas merupakan tampilan dari laporan SPTPD yang telah
terverifikasi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
yang ditunjukkan anak panah pada nomor 1 sedangkan anak panah nomor 2
menunjukkan jika SPTPD tersebut sudah dapat dilakukan pencetakan yang
nantinya surat tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran Pajak

Restoran yang terutang.

Kelemahan atau kekurangan dari proses verifikasi ini yang sering terjadi
yaitu terkait jaringan yang kurang stabil pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut mengakibatkan proses

verifikasi terhambat dan membutuhkan waktu lebih.
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Berikuta adalah gambar Surat Tanda Terima Pelaporan SPTPD yang

dilakukan untuk melakukan pembayaran Pajak Restoran terutang:

| NAMA DBJEK PAJAK @ RESTORAN PESOMA OSING

1 ALAMAT sdL. RAYA KH AHMAD KHOLIL GAMBIRAN

i NOPD - 02,001 6387 .05.0501

i NEWPD - 1.0007973.09.2003

iha[ "~ "Rode Ayal "T"""""""_'_'_'_'_'_' B SO ", S

1. 1.1.0.201 2000 PAJAK RESTORAN S87.000,00

Omsat  : 5.870.000,00

11 | Tarif 210,00
Kel - PAJAK RESTORAN BULAM APRIL TAHUN 2021

==

Banyuwangl, 10 Mei 2021
Badan Pendapatan Daerah
Kasubbed Validasi dan Penetagan

Doksran i Wish dErdEmagan e

ST FERGOIMAET BHVELE ST

r A It ot Dels  Seflau
B | st e

10 H 0S40 A0S M

B | WP T S S

SLAMET ROSIDI, 5.508, M, 56
197307 12199602 1003

an:
1. Pembayaran metaill BPD JATIM dengan menyenakan Kode Bayar
2. Informasi pernbayaran online mekalul hiips:(layanan. hanwwany:mgo.-d 4
3. Apabila SPTPD ini tidakiourang dibayar setelah Batas Penyetoran terakhir (31 Med 2021), dikenakan sanksi
atau denda admnnglragn mgs % per-bulan.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangl (2021)
Gambar 4.17 Surat Tanda Terima Pelaporan SPTPD

4.7 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran

" PEMERINTAH KABLUPATEN BANYLIWANGI - TANDATERIRA MOMOR E E
; BADAN PENDAPATAM DAERAH | PELAPORAN SPTPD | 18358.00
4| Jin. Jaksa Agung Suprapto 140 - Banyuwangi | TAHUN 2021 | KODE BAYAR

©__Telp. (0333) 418818 - 418821 Fax 419614 ¢ l““““““mmﬁm______.

................. = ________-__-____J

Pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan Self Assessment System

dimana proses pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Berikut
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Prosedur pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi:

Metode pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi terdapat 2
yang pertama membayar langsung melalui Teller Bank Jatim dan yang kedua

pembayaran melalui Virtual Account.

1. Metode pembayaran Pajak Restoran melalui Teller Bank Jatim

ﬂ:etak tanda terima - Membawa bukti cetak tanda terima \
pelaporan SPTPD

pelaporan SPTPD ke Bank Persepsi yang

sudah di tunjuk
Proses selesai I

I Menyerahkan bukti cetak tanda terima

pelaporan SPTPD ke Teller untuk proses
pembayaran
Wajib Pajak mendapat tanda bukti P

pembayaran Pajak yang sah

‘ Membayar sejumlah nominal
\ Pajak yang terutang /

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.18 Alur pembayaran Pajak Restoran melalui Teller
Bank Jatim

Keterangan:

a. Cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD sebagai alat pembayaran Pajak
Restoran yang terutang

b. Membawa bukti cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD ke Bank
Persepsi yang sudah di tunjuk untuk melakukan pembayaran Pajak
Restoran

c. Menyerahkan bukti cetak Tanda Terima Pelaporan SPTPD ke Teller

untuk proses pembayaran Pajak Restoran yang terutang
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d. Membayar Pajak sesuai dengan nominal Pajak Restoran yang tertera
di Tanda Terima Pelaporan SPTPD

e. Wajib pajak mendapat bukti Pembayaran yang sah dari Bank Jatim,
dimana bukti pembayaran tersebut akan mencatat informasi nomor
bayar, masa bayar, jumlah pajak yang dibayar, dan tanggal
pembayaran Pajak Restoran

f. Proses selesai.

2. Metode pembayaran melalui Virtual Account
a. Membuka website E-PAD kemudian tekan menu pembayaran (proses
ini tidak memerlukan log in ke akun E-PAD terlebih dahulu)

fBeranda  @Pembayaran @ Informasi  Spipd Mamin %% Admin Panel & srosydy@gmail.com +

PAJAK DAMEWUS[ ;;y
PEMERINTAH KABUPATEN BAN‘ |

AKTIVASI CEK TAGIHAN
E-FIND ® PBB

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

PEMBAYARAN
Pajak Daerah
Lainnya

INFORMAS|
Pajak Daerah

Gambar 4.19 Tampilan utama melakukan pembayaran Pajak

Restoran melalui Virtual Account
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Masukkan kode pembayaran yang tertera pada Tanda Terima

Pelaporan SPTPD kemudian tekan Next

RBerts Wiwtgme Goiemen St Marwn Baden Vew L ppetenili@ydwn cnt -

'
(Kt AN APTUL. TAMUN 2021

Sumber: Badan I5éndapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021) ‘
Gambar 4.20 Input kode pembayaran pada E-PAD

Pilih metode pembayaran Virtual Account dari Bank yang
diinginkan, setelah klik metode pembayaran yang diinginkan kode
Virtual Account akan otomatis muncul dan nomer tersebut digunakan
sebagai kode pembayaran (kode Virtual Account tersebut dapat

dibayarkan melalui Bank manapun

A Beranda @ Pembayaran  @lInformasi  Sptpd Mamin 22 Admin Panel & jajandodol62@yahoo.co.id -

TANDA TERIMA SPTPD

OBJEK PAJAK - CAT NO. SPTPD 17431
NOPD 02 KODE BAYAR 3510
NPWPD 1.0 TGL. TERIMA SKPD 2021
NOMINAL 20,01
STATUS PENYETORAN - Sudal

TANGGAL
PENYETORAN

2021-03-25
RINCIAN

No KODEAYAT  NAMA AYAT OMSET TARIF BIAYA KETERANGAN
11102072001 JasA B0GA | 200D 20000 PAJAK JASA BOGA DESA GLAGAH KEGIATAN RAPAT KADER POSYANDU TGL. 27-02-2021
Jumlah| 20.000

Metode Pembayaran

) BANK JATIM

« Teller (Tunjukkan Kode Bayar)
« Interet Banking (Kategoti Tax, Institusi:PDL, Nomor Pajak=Kode Bayar)
« Mobile Banking (Menu Pembayaran -> Pajak Daerah Lainya)

() Pembayaran Via Virtual Account BANK JATIM

() Pembayaran Via Virtual Account BNI

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.21 Tampilan metode pembayaran pada E-PAD
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d. Lakukan pembayaran Pajak terutang menggunakan Bank yang ada di
Indonesia menggunakan kode Virtual Account yang sudah didapat,
disini penulis memasukkan contoh pembayaran melalui m-banking
Bank Mandiri

1001 ® ¢ o OO @ @8 - co®@ =0l 76% m

< Konfirmasi Transaksimu

MOHAMAD
|
7 (IDR)
CA G ...
Bank Jatim
uml.
T3 oriom—
IDR 6,500.00
umla vang di Debit
oF | O
'

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.22 Proses pembayaran melalui m-banking

e. Proses selesai.

4.8 Prosedur Tambahan untuk Wajib Pajak Restoran yang Tidak
Membayar Tepat Waktu

Terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajak terutang
maka dilakukan penagihan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar pajak sampai dengan tanggal

jatuh tempo pada SKPD/SKPDKB, Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak
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Daerah Lainnya membuat konsep Surat Teguran untuk diajukan kepada
Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Penagihan dan
Pemeriksaan untuk ditandatangani sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala Badan Pendapatan
Daerah, disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Pelaksana Sub Bidang
Penagihan.

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar sampai dengan 7 (tujuh) hari
setelah diterimanya Surat Teguran 1 (satu) sampai dengan Surat Teguran
ke 3 (tiga), Sub Bidang Penagihan melaporkan Wajib Pajak yang
menunggak piutang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya ditugaskan Tim Penyelesaian Piutang Pajak Daerah. Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat meminta bantuan
kepada aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan penagihan.

4. Proses selesai.
Waktu Pelaksanaan Penagihan :
Setelah melewati Batas Jatuh Tempo Pembayaran

Apabila wajib pajak restoran masih tidak membayar pajak terutang,
perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak berwajib untuk diproses secara
hukum. Bagi pihak Badan Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi
melakukan proses penghapusan piutang pajak daerah dengan prosedur sebagai
berikut :

1. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan menugaskan Kepala Sub
Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya untuk menginventarisasi dan
meneliti daftar piutang yang tidak dapat ditagih.

2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya menginventarisasi
dan meneliti daftar piutang yang tidak dapat/ tidak mungkin ditagih
sesuai regulasi yang berlaku dan telah diverifikasi serta divalidasi.

3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya membuat Draf
Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penghapusan Piutang Pajak

Daerah dengan lampiran nominal dan tahun pajak piutang yang akan
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dihapus beserta Surat Pengantar kemudian diajukan kepada Kepala
Badan melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan.

4. Kepala Badan menandatangani pengantar untuk kemudian diajukan
kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah
Kabupaten Banyuwangi.

5. Kepala Bagian Hukum melakukan koreksi secara legal drafting untuk
kemudian diajukan kepada Bupati secara berjenjang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang pajak sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Bupati menandatangani Keputusan Bupati Banyuwangi tentang
Penghapusan Piutang Pajak Daerah beserta lampirannya untuk kemudian
ditatausahakan di Bagian Hukum Sekertaris Daerah, Inspektorat, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bidang
Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah.

8. Proses selesai.
Waktu Pelaksanaan :

Setelah melewati Daluarsa Penagihan Pajak Daerah
Dokumen yang dihasilkan :

1. Surat Pengantar

2. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah

4.9 Studi Kasus

Cafe Al merupakan salah satu objek Pajak Restoran yang terdapat di
Kabupaten Banyuwangi, Cafe Al dalam bulan April tahun 2021 memiliki
omzet sebesar Rp 12.520.000, di Kabupaten Banyuwangi tarif untuk Pajak
Restoran yaitu sebesar 10%, jadi besaran pajak terutang dari Cafe Al yaitu Rp
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12.520.000 X 10% = Rp 1.252.000. Cafe Al akan melakukan pelaporan dan

Pembayaran Pajak Restoran secara online, Tahapan yang harus dilakukan yaitu

1. Siapkan dokumen pendukung yang berupa rincian omzet dalam satu
bulan terakhir, pada kasus ini Cafe Al akan melakukan pelaporan omzet
pada bulan April 2021.

L Laparan Pajak Bapends
’ -
Tahun - 2021 aulan WMARFR Apa
NO TANGGAL PENDAPATAN
1 D1 [MARET APRIL Rp 400.000 |
2 02 |MASEF ARE-I- Rp 300,000 |
3 03 |0AARET  APEIL Rp T 300.000
a 04 [MARET  appil Rp. 350,000
| 5 05 [MARET  pppil Rp. 300.000
| B 06 |NMARET  ApRiL Rp. 300.000
7 07 |MARET  APEIL Rp. 300.000
[l 0B _|MARET  APRIC Rp. 350,000
a 09 |MARET-  AvRIL Rp. 300.000
10 | 10 |MARET nel- B [ 300,000
Tl 11 |MAREE PRI Rp. 300.000
12 12 [MadeF APPIL Rp 320.000
13 13 |MARET PR Ro. 300.000
14 14 | MARE: BPRLL Rp 300.000
15 15 [mEner AR Rp. 300.000
15 16 [MaRET_ PRI Rp. 800.000
17 17 |MARET APRIC Ap 300.000 |
13 13 | MAREF BPRIL 8p. 300.000 |
19 15 [MARET ArFiL Ap £00.000 |
20 20 | WARET. APRIL Ap. 400.000
1 21 [aeARel APEIL Ap. 300.000
2 22 |MARET APFAL Rp. 300.000
B 23 |MARET AP L p. 350.000
M 28 IMASES NFLL Rp. 350.000
x 5 |NARE aFL o 300.000
b3 26 MAReI Arhie Rp 300.000
E<) 37 BMAREL PRl . 1.000.000
] 28 MAREL AP A 700.000
=) R Ars._ p 600.000
) 30 _Was - Ao 700.000
3 31 [NSARET A= Rp. 700.000
MMM Rp. 12.520.000
PAMAK 10 % Ap 1.252 000
e 2
7~

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.23 Dokumen Pendukung Pelaporan Pajak Restoran
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b. Log in pada website E-PAD di https://layanan.banyuwangikab.go.id/
menggunakan akun Wajib Pajak dari Cafe Al yang sudah terdaftar.

Beranda & Aktivasi EFIN-D # Register Pembayaran @ Informasi

Login

Email: srosydy@amail.com

Kata sandi: ‘ wevann]

Belum mempunyai akun ? silahkan daftar disini.

Lupa Password

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.24 Log in Akun Pada E-PAD

c. Setelah Log in, Klik menu Wajib Pajak kemudian Klik Objek Pajak
Restoran.

A Beranda [@Pembayaran  @lnformasi  Wajib Pajak & bncbwil@gmail.com ~

Data Wajib Pajak

Jenis PERORANGAN Propinsi JAWA TIMUR
Nama 3 Kabupaten - BANYUWANGI
No. Id 3 @AEAL - Kecamatan BANYUWANGI
E-Mail Desa/Kelurahan TUKANGKAYU
Hp 3 Alamat xxRT1RW1
Daftar Objek Pajak
No NOPD NAMA
ALAMAT
1 /08
P
2 0

P3
3 |11l
Paj

4 02.0014412.02.0216 RESTORAN 1_

Pajak Restoran tester

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.25 Tampilan Menu Wajib Pajak Pada E-PAD
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7. Klik entri data pada menu Objek Pajak Restoran.

A Beranda @ Pembayaran @ Informasi Wajib Pajak 4 bncbwii@gmail.com ~
Objek Pajak
NOPD - 02.0014412.02.0216 [ Paiak Restoran ] Kabupaten - BANYUWANGI

Nama Objek/Usi Kecamatan BANYUWANGI

Alamat - care AL (I DesalKelurahan - TUKANGKAYU

Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) -

Tgl. 5 :

SPTPD URAIAN Bulan Tahun  Jumlah Status  Verifikasi

2021-02-16 JASA BOGA 01 2020 0 Draft
13:40:02 JASA BOGA BULAN JANUARI TAHUN 2020

2021-02-10 JASA BOGA 0 Draft [ & Octai |
10:43:43 PAJAK JASA BOGA DINAS ..., SPM

2020-10-15 PAJAK RESTORAN 10 2020 1,00  Draft
01:01:45 tes

2020-07-22 JASA BOGA 100.000,00  Draft | @ petai |
09:18:27 PAJAK CATERING DESA WRINGINPITU UNTUK KEGIATAN MAMIN BPD

2020-07-21 JASA BOGA 1.000.000,00  Draft | & Octai |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.26 Tampilan Menu Objek Pajak Restoran Pada E-PAD

8. Mengisi data pajak Cafe Al secara teliti dan benar terkait klasifikasi
objek pajak dan besaran omzet, sedangkan untuk besaran tarif pajak
terutang akan otomatis muncul setelah memasukkan besaran omzet,

setelah semua diisi kemudian klik simpan.

@ Frontend & srosydy@gmail.com || Badan Pendapatan Daerah

Objek Pajak

NOPD - 02.001867 05 [ Pajak Restoran | Kabupaten BANYUWANGI

Nama Objek/Usaha : CAFE AL Kecamatan GIRI

Alamat - JL HOS COKROAMINOTO MOJOPANGGUNG Desal/Kelurahan MOJOPANGGUNG

KEC GIRI

Formulir SPTPD

Klasifikasi tarif [1.1.0.203.20.01] [10] CAFETARIA v
Tarif 10 1.1.0.203.20.01

Sifat Reguler v
Periode April v 2021 v
Pendapatan | 12520000 ‘
Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar 1252000
Keterangan CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.27 Tampilan Formulir SPTPD Pajak Restoran Pada E-
PAD
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9. Mengunggah atau upload bukti pendukung dari Cafe Al, seperti laporan

omzet bulan pajak yang akan dilaporkan pada kolom yang tersedia.

seTeD
NOPD - 02.0013852.04.0402 | Pajak Restoran | Kabupaten BANYUWANGI

HNama Chjek/Usaha  : KING STAR CAFE & KARAOKE Kecamatan GAMBIRAN

Alamat SJAIAG Desa/Kelurahan GAMBIRAN

O Rincian

Tal. URAIAN Bulan Tahun  Jumlah Edit
SPTPD
2021-05-10 CAFETARIA 04 2021 1.339.800,00

11.0453 CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021

o Data pendukung

— | p—
! .
- al
° Status
Pelaporan Final
Verifikasi =2
Pengesahan & Cetak SPTPD

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.28 Tampilan Unggah Dokumen Pendukung Pajak
Restoran Pada E-PAD

10. Setelah melakukan unggah bukti pendukung dari Cafe Al,
selanjutnya klik simpan dan data otomatis terkirim ke pihak Badan

Pendapatan Daerah untuk proses verifikasi.

o Data pendukung

Lampiran Choose File | No file chosen Upload

a

° Status

@
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.29 Tampilan Status Pelaporan SPTPD Pajak Restoran
Pada E-PAD
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11. Setelah klik simpan pada status pelaporan, Wajib Pajak hanya perlu
menunggu proses Vverifikasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah
sebelum diterbitkan Tanda Terima Pelaporan SPTPD yang terdapat kode
pembayaran untuk melakukan pembayaran pajak terutang dari Cafe Al.

12. Proses selanjutnya, setelah proses pelaporan dari Cafe Al disetujui
dan terverifikasi oleh pihak Badan Pendapatan Daerah selanjutnya admin
yang bertugas melaporkan pajak dari Cafe Al melakukan cetak Tanda
Terima SPTPD yang terdapat kode pembayaran sebelum melakukan

pembayaran pajak terutang.

om |] Badan Pendapatan Daerakh i

Status VYer. e

Search: al - Tanda TerVerifikasi

" To
r “Werif TTE SKPDKE
Cetak SPTPD

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.30 Tampilan Melakukan Cetak SPTPD Pada Menu
Objek Pajak Restoran di E-PAD
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

i 4SE PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI | TANDATERIMA | NOMOR 'hEi
i BADAN PENDAPATAN DAERAH | PELAPORAN SPTPD | 19255.00 !
! Jin. Jaksa Agung Suprapto 140 - Banyuwangi | TAHUN 2021 ! KODE BAYAI [
1 ]
1 1

Telp. (0333) 418818 - 418821 Fax. 419614 | 135109029979318; i
| NAMA DBIEK PAJAK : CAFE ;{L' """"""""""""""""""""""""""""""""""" i
| ALAMAT - JL HOS COPROPMMOTO MOJOPANGGUNG KEC GIRI !
1 NOPD :oz.nmnms )
! NPWPD : 1.00 17 i
Y - T S 7. N
T 1102032001 | CAFETARIA ! 1.252,000,00!
I i'DITIEEII - 12.520.000,00 H !
1' " ITaril - 10,00 H !
o et : CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021 I :
B | s |
{ ) : ! |
it : ! i
‘T i i |
| | ] | !
I ] ] ) ]
1 ] 1 H 1
1 ) ] ) ]
1 ] 1 1 1
i | il 1
1 ] 1 1 1
i ] | L I
o | H !
[ | i 1
i i H !
i ] ] I I
i i i i 1
i ] ] ) I
o | H ]
| 1 : i |
i ] ] ) i
| | ] | !
I I ] ) ]
A 1 . & . R .
\_Terbilang: (Satu Juts Dus Rafus Lima Puluh Dua RibuRupieh) |

Banyuwangi, 06 Mei 2021
Badan Pendapatan Daerah
Kasubbid Walidasi dan Penetapan
x| [rr——— disrdysngar secws
s gt et skt

SLAMET ROSIDI, §.S0s, M,Si
197307121998021003

Gambar 4.31 Tanda Terima Pelaporan SPTPD Cafe Al

13. Tahapan yang harus dilakukan oleh Cafe Al vyaitu melakukan
pembayaran, proses pembayaran dapat dilakukan langsung melalui teller
Bank Jatim dan pembayaran melalui Virtual Account. Tahapan untuk
pembayaran melalui Virtual Account yang pertama harus dilakukan yaitu
memasukkan kode bayar yang terdapat pada SPTPD ke kolom pada
menu pembayaran yang terdapat pada website E-PAD setelah itu tekan
Next.
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A Berarda MPembayaran @ Indormasl Spipd Mamin £% Admin Paned

Pembayaran Pajak dan Retribusi

Jenis Nomor Identifikasi Kode Bayar v

Nomor 35109029979318204 -

\/ Saya bukan robot

[ ZBKE PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANG! | TANDA TERIMA E‘E‘
\ g ‘ BADAN PENDAPATAN DAERAH .
E

4 Jin. Jaksa Agung Suprapto 140 - Banyuwangl
® {NSEC Top (0339) 41881841821 Fax 410614 | [361090299793181] | RA

............................................................................................

1.252.000,00

' iTaif 10,00
: iKet  :CAFETARIA BULAN APRIL TAHUN 2021

Sumber: Badan Péndapatan Daerah Kabupaten Banquangi (2021) '

-

Gambar 4.32 Tampilan Menu Pembayaran Pajak Daerah Lainnya
Pada E-PAD

14. Tahap selanjutnya, Cafe Al dapat memilih metode pembayaran Virtual
Account Finpay atau Virtual Account BNI yang nantinya setelah pilih
metode yang diinginkan kode bayar akan otomatis berubah menjadi

nomor Virtual Account Finpay ataupun BNI.

Jumlah 20.000

Metode Pembayaran

(O BANK JATIM

« Teller (Tunjukkan Kode Bayar)
« Internet Banking (Kategoti-Tax, Institusi:PDL, Nomor Pajak=Kode Bay}r)
« Mobile Banking (Menu Pembayaran -> Pajak Daerah Lainya)

(O Pembayaran Via Virtual Account BANK JATIM

(© Pembayaran Via Virtual Account BNI

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)
Gambar 4.33 Tampilan Menu Pilihan Metode Pembayaran Pajak
Daerah Lainnya Pada E-PAD
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15. Proses terakhir yang harus dilakukan Cafe Al yaitu pembayaran Pajak
Restoran terutang pada bulan April 2021 sebelum jatuh tempo,
pembayaran menggunakan Virtual Account Finpay dapat dibayarkan
melalui Bank Persepsi di seluruh Indonesia.

1001 ® s doo3RAA - @ =l 76% @

< Konfirmasi Transaksimu

X umlat

- IDR 100,000.00
Biaya
IDR 6,500.00
umlah yang di Det
IDR 106,500.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 4.34 Tampilan Proses Pembayaran Melalui m-banking

16. Proses Selesai.
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BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penilis
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Prosedur
Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai
berikut :

1. Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi
ada tiga sistem pendaftaran, selain itu prosedur pendaftaran Pajak
Restoran di Kabupaten Banyuwangi terdapat kendala diantaranya pada
metode Pendaftaran secara pasif ke Kantor Badan Pendapatan Daerah,
kendala yang sering terjadi yaitu Wajib Pajak kurang memahami
persyaratan apa saja yang perlu disiapkan. Pada metode pendaftaran
secara online kendala yang sering dihadapi yaitu terkait dengan SDM
yang kurang memadai mengakibatkan Wajib Pajak tidak mengetahui alur
dan proses pendaftaran secara online. Pada metode Pendaftaran dan
Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak Restoran secara aktif oleh Petugas
kendala yang sering dihadapi oleh petugas lapangan yaitu terkait pemilik
restoran kecil yang belum menjadi Wajib Pajak Restoran di Banyuwangi tidak
ingin dikenai Pajak Restoran dengan alasan penghasilan dari penjualannya
hanya sedikit dan jika dikenai pajak pemilik restoran tersebut beralasan tidak
memiliki keuntungan, akan tetapi jika pemilik restoran sadar rehadap pajak
kendala yang sering terjadi yaitu pemilik restoran tidak mengetahui persyaratan
apa saja untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak Restoran.

2. Pelaksanaan pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi terdapat kelemahan atau kendala yang sering
terjadi pada proses pelaporan yaitu terkait tata cara pelaporan secara
online karena SDM vyang kurang memadai, selain itu juga terkait
dokumen pendukung yang diupload kurang jelas dan ketidaksesuaian
antara nominal pada data yang diinput dengan data yang ada pada
dokumen pendukung, hal itu mengakibatkan menghambat proses
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pelaporan karena diminta untuk memperbaiki kembali oleh petugas
verifikasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3. Prosedur verifikasi dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi khususnya pada bidang Validasi dan Penetapan,
pada prosedur ini terdapat kelemahan atau kekurangan yang sering
terjadi yaitu terkait jaringan yang kurang stabil pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut mengakibatkan
proses verifikasi terhambat dan membutuhkan waktu lebih..

4. Prosedur pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 metode, metode pertama membayar
langsung melalui Teller Bank Jatim dan yang kedua pembayaran melalui

Virtual Account.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penilis
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Prosedur
Pemungutan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka penulis memberikan saran dan harapan

sebagai berikut :

1. Diperlukan pemeliharaan secara rutin dan pengembangan sistem E-PAD
untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi.

2. Melakukan sosialisasi rutin terhadap Wajip Pajak mengenai sistem E-
PAD guna dapat memaksimalkan kegunaan E-PAD dalam pelayanan
pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

85

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Kabupaten Banyuwangi. 2020. Pariwisata.
https://banyuwangikab.go.id/profil/pariwisata.html#:~:text=Terbukti%
20dari%20jumlah%20kunjungan%20wisatawan,101.622%200rang%?2
0di%20tahun%202019 (Diakses pada tanggal 14 April 2021).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN 2021 Telah
Ditetapkan. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-
telah-ditetapkan/ (Diakses pada tanggal 24 Maret 2021).Kompas.com.
2020. Otonomi Daerah: Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan
Kewajibannya.
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-
daerah-definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya?page=all (Diakses
pada tanggal 14 April 2021).

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/13/Kep/429.011/2021 tentang
Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan,
Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran
Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah,
Penerangan Jalan Non PLN dan Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Covid-
19 Tahun 2021

Liputan6. 2019. Tujuan Pembangunan Nasional di Indonesia Sesuai UUD
1945 .https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-
pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945. (Diakses pada
tanggal 14 April 2021).

Mardiasmo, 2018 . Perpajakan Edisi Terbaru 2018 . Jakarta: CV ANDI
Offset.

Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Bandung: UPP Universitas Gajah Mada.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi
Transaksi Non Tunai.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.


https://banyuwangikab.go.id/profil/pariwisata.html#:~:text=Terbukti%20dari%20jumlah%20kunjungan%20wisatawan,101.622%20orang%20di%20tahun%202019
https://banyuwangikab.go.id/profil/pariwisata.html#:~:text=Terbukti%20dari%20jumlah%20kunjungan%20wisatawan,101.622%20orang%20di%20tahun%202019
https://banyuwangikab.go.id/profil/pariwisata.html#:~:text=Terbukti%20dari%20jumlah%20kunjungan%20wisatawan,101.622%20orang%20di%20tahun%202019
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-telah-ditetapkan/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-telah-ditetapkan/
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-daerah-definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-daerah-definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya?page=all
https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945
https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877503/tujuan-pembangunan-nasional-di-indonesia-sesuai-uud-1945
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

86

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ tahun 2017 tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1867/SJ tahun 2017 tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah/Kota.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas
Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

87

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
Telepon/Faksimili (0333) 412343
hitp://dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id email.dpmptspbwi@banyuwangikab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Banyuwangi, 21 Januari 2021
Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

072/38/429.111/2021 -

Biasa Banyuwangi

1 Lampiran

Magang Mandiri

Menunjuk Surat : Wakil Dekan | Fakultas llmu Sosial dan llmu PolitikUniversitas
Jember

Tanggal . 23 Desember 2020

Nomor . 4153/UN25.1.2/SP/2020

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Magang Mandiri :

Nama :  MOHAMAD RAMADHANI, dkk (2 orang)
Program . DAl Perpajakan

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Research/Survey :

Judul ¥ e

Tempat : Badan Pendapatan Daerah

Waktu : 1 Februari 2021 s/d 31 Maret 2021

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di
Instansi Saudara, dimohon Saudara untuk meberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan
yang diperiukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat,
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif,

3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

NIP, 197107201991011002
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Lampiran 2 : Surat Pengantar Magang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4153/UN25.1.2/SP/2020 23 Desember 2020
Lampiran  : Satu eksemplar :
Hal : Pengantar Magang Mandiri

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi

Jalan Jaksa Agung Suprapto No.140, Lingkungan Cungking, ,Kel. Mojopanggung, Kec. Giri
Kabupaten Banyuwangi

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini
kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan
[lmu Politik Universitas Jember Jurusan [lmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan,
untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara

pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO NAMA NIM PROGRAM STUDI
1 Mohamad Ramadhani 180903101002 Diploma III Perpajakan

2 | Rizki Maulana 180903101010 Diploma III Perpajakan
LJ Iman Nur Firdayanti 180903101042 Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021 — Maret 2021.

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

+ 4,
O
:f'a: 1gp 5%
4 gy

“Dr. Pairan M.Si.
NIP 196411121992011001

T

d3 Perpejakan FISIP UNEJ 2019
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Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
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SURAT TUGAS
NOMOR 0914/UN25.1.2/SP/2021

Berdasarkan® Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi nomor
072/38/429.111/2021 Tanggal 21 Januari 2021 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini
Dekan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa
yang namanya tercamtum di bawah ini :

| NO NAMA NIM Program Studi

| 1 | Mohamad Ramadhani 180903101002 Diploma 11 Perpajakan
k 2 | Rizki Maulana 180903101010 Diploma 11 Perpajakan
‘ 3 | Iman Nur Firdayanti 180903101042 Diploma 11 Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi mulai tanggal 1
Februari s.d 31 Maret 2021.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 3 Maret 2021

a.n Dekan

N Wakil Dekan 1,
N

N

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Badan Pend. Daerah Bany gi
2. Koordinator Diploma III Perpajakan

3. Mahasiswa yang bersangkutan

4. Arsip

3 Perpajakan 2019
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DAFTAR HADIR MAHASISWA PELAKSANA PRAKTEK KERJA NYATA

BADAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI

Nama : Mohamad Ramadhani

NIM  : 180903101002
NO |  TANGGAL TTD __ TR
Sakit Izin T.K
1 1 Februari 2021 %%. :
2 | 2Februari 2021 % /4
3 | 3Februari2021 V//ﬁ ‘
4 4 Februari 2021 %yh,
S | 5 Februari2021 %/L
6 | 6Februai2021 || |AuE.
7 7Februari 2021 | || AU [~
8 | 8Februari2021 /é/h '
9 | 9 Februari2021 %I ’
10 | 10 Februari 2021 /%{4'
0| ureneize |2k b
12 | 12Februai2021 | LIQUEL TAHUN BARU |MLEK
13 | 13Februari2021 | |3U L
14 | 14Februari2021 | LIOU
15 | 15 Februari 2021 %//L '
16 | 16 Februari 2021 ﬂ//{' '
17 | 17 Februari 2021 /Z//L
18 | 18 Februari 2021 %//L
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21 | 21Februari2021 | | B[
22 | 22 Februari 2021 ) :
23 | 23 Februari 2021 IZ
24 | 24 Februari 2021 %/L
25 | 25 Februari 2021 % /L '
26 26 Februari 2021 /»/L
27 | 27Februari2021 | (LIGU(-
28 | 28Februari202l | L|BULR
29 1 Maret 2021 %L )
30 2 Maret 2021 //L
31 3 Maret 2021 //( v
32 4 Maret 2021 %/L
33 5 Maret 2021 ML
34 6 Maret 2021 L,i' RAU-
35 7 Maret 2021 LIBuU (-
36 8 Maret 2021 M k
37 9 Maret 2021 M
38 10 Maret 2021 ///1*
39 HMare2021 | LIOUR LSRA! MU AT
40 12 Maret 2021 %«ﬂ'
41 13 Maret 2021 LlGuUlL
42 14 Maret 2021 | LIBUR
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43 15 Maret 2021 M ]

44 16 Marcl 2021 W/‘ A

45 | 17 Maret 2021 y

46 18 Maret 2021 M

47 19 Maret 2021 %7/14‘

43 20 Maret 2021 | |30

49 20 Maret 2021 | L AUR

50 22 Maret 2021 M

51 23 Maret 2021 %%4

52 | 24 Maret 2021 o

53 25 Maret 2021 %/L

54 26 Maret 2021 /%4

74

55 27 Maret 2021 LG

56 28 Maret 2021 LInuEZ

57 29 Maret 2021 /ﬂ/l,

58 30 Maret 2021 %/L

59 | 31 Maret2021 /277/'

Banyuwangi, 31 Maret 2021
. An. KEPALA BADAN PENDAPATAN
Mahasiswa KABUPATEN BANYUWANGI
Kasubag Umum dan Keuangan
‘\\ t Nl ]

MOHAMAD RAMADHANI \ ARTININGSIH, S.Sos
NIM 180903101002

IR, 197212022007012016

N
BANY \\/
—
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Lampiran 5 : Lembar Penilaian Praktik Kerja Nyata

SN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586

Laman www.fisip.unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO. INDIKATOR PENILAIAN AN Gllizle i HURUF
1 | Penguasaan Materi Tugas 77 AB
2 | Kemampuan / Kerjasama 76 AB
3\ Etika 78 AB
4 |Disiplin 79 AB
NILAI RATA - RATA 71.5 AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : MOHAMAD RAMADHANI
NIM : 180903101002
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai
Nama : ENDAH ARTININGSIH, S.Sos
NIP : 197212022007012016
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Instansi @m?E\IjDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
7

PARTININGSIH, S.Sos

::‘?_m{,/
PEDOMAN PENILAIAN :
NO. | ANGKA | HURUF KRITERIA
1 280 A Istimewa
2 | 755AB< 80 AB Sangat Baik
3 | 70sB<75 B Baik
4 | 65sBC<70 BC Cukup Baik
5 | 60=C<65 C Cukup
6 | 555CD< 60 CD Kurang
7 50=D< 55 D Kurang
8 | 45sDE< 50 DE Sangat Kurang
9 <45 E Sangat Kurang
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Lampiran 6 : Sertifikat Praktik Kerja Nyata

\J\./ \J/\, \J\I(
LY

{ rij‘

j\v
287 v}; .15 v...:

N hJ. 2.

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jin. Jaksa Agung Suprapto No: 140 Tel. (0333) 41881
Email : Bapenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

8, Fax 419614

SERTIFIKAT

( PRAKTEK KERJA LAPANGAN )
NO : 800/120( /429.203/2021
Ewmw_g.z KEPADA:

MOHAMAD RAMADHANI

Tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 dengan hasil:
SANGAT BAIK

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai

——

Pembina cﬁzm Muda

/uqa/,. Y
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Lampiran 7 : Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121

Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor 0960/UN25.1.2/SP/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi Jalan Jaksa Agung
Suprapto No.140, Lingkungan Cungking, ,Kel. Mojopanggung, Kec. Giri Kabupaten Banyuwangi,
terhitung mulai tanggal 1 Februari s.d 31 Maret 2021. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai

Nama
NIP/NRP
Gol.

Jabatan

: Yeni Puspita, SE., ME., CRA., CRP._ AWP

: 198301012014042001
- 1I/b
: Asisten Ahli

berikut.
NO NAMA NIM Program Studi
1 | Mohamad Ramadhani 180903101002 Diploma III Perpajakan
2 | Rizki Maulana 180903101010 Diploma III Perpajakan
i 3 | Iman Nur Firdayanti 180903101042 Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan

[T N .

. Dekan FISIP Universitas Jember

Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ

d3 Perpajakan 2020

. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan,dan Alumni
Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
. Mahasiswa yang bersangkutan
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Lampiran 8 : Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586

Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0989/UN25.1.2/SP/2021

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas IImu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama -
nama tersebut dibawah ini:

No Nama/NIP Pangkat/Golongan | Jabatan | Keterangan
1 Yeni Puspita, SE., ME., CRA., CRP.,AWP/ | Penata Muda TK.I Asisten DPU
NIP 198301012014042001 b Ahli

Untuk Membimbing Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata Mahasiswa :

Nama : Mohamad Ramadhani

NIM : 180903101002

Program Studi : D III Perpajakan

Judul : Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem E-PAD Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember

Tembusan

1. Dosen Pembimbing

2. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan.dan Alumni
3. Mahasiswa yang b e

4. Pertinggal

d3-Perpajakan 2021
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Lampiran 9 : Surat Tagihan Pajak

PEMPRINTAI KABUPATEN BANVUWANGH

XY R .
\Y BADAN PENDAPATAN DAEAH
» ° 31 0 t {
\ JalandagungSupraptoNomort40Telp. (03.11) HIBR21 /419614
IS Ity ww banvuwaneikab go id E-mall : ¢ ndagohanyuwangikab go,id

BANYUWANCGI]

Banyuwangr,

Kepad m
Nomor : 973/ 9249 /429.203/2021 Yth.Per : i

Silat . Sepera BANGSRING BREEZ]
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal  : SURAT TAGITIAN]

Di
BANYL IWANG 1

Berdasarkan Peraturun Daerah Kaobupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah dan Hasil Rekon Piutang Pajek Daerah Cut Off 18 Februari 2021,
bersama ini diberitahuka
Nama Wajib Pajak  : R

NPWPD 10
Alamat :D

Jenis Pajak / Periode : R
JumlahTagihan :Rp 663.711

Schubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada saudara/l SEGERA
menyelesaikan tanggungan pajak tersebut dengan melakukan pembayaran sesuai kode
bayar yang tertera pada SKP melalui Bank Jatim atau channel-channel pembayaran
yang telah disediakan. Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
SURAT TAGIHAN I ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

2
e S 2

TEMBUSAN: ALIER RA :'_A_\RL"JL_L'L )

-Y.}In..l. fmi_ﬁrmymvanpi PembinaUtamaMuda

NIP. 197012121997031010

(sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah

Kabupaten Banyuwangi;
3. Inspektur Kabupaten
Banyuwangi;

4. Kepala Kejaksaan i[ £)‘EtcrimnOl-:h'
Kabupaten Banyuwangi; | b :
| |
| |
| a
| |
| |

al
5. Kepala Satpol PP

Tangg:
! TandaTangan/Cap
Kabupaten Banyuwangi
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Lampiran 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah

Menimbang :

Mengingat :

BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar
roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan
pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten
dalam suatu Peraturan Daerah.

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran negara Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
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10.

11.

o

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir ketiga
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3116);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);

13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
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14.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

16.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

17.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

18.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) ;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4655);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
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23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5179);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27.Perturan Daerah Kabupaten Dati II Banyuwangi Nomor 4
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c);

28.Perturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala daerah adalah Bupati Banyuwangi.
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i3

12.

13.
14.

15.

16.

7
18.

. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi

pajak daerah.

. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi

kewenangan untuk memungut pajak daerah.

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha
lainnya.

. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan scara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memeperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan
kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek
kegiatan di bidang usaha.

Nilai jual obyek pajak reklame adalah, keseluruhan
pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan
atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga
beli bahan reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos
perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan
dan transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan reklame selesai,
dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang
diijinkan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sepuluh).

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35:

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik baik yang
dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan
dibawah permukaan tanah.

Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral bukan logam dan batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang
mineral dan batubara.

Subyek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak daerah.

Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu (satu)
bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Kepala
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
Tahun Pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian
tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan
dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan pajak daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
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36.

37:

38.

39.

40.

41,

42,

43,

44,

45.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga
atau denda.

Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan
kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
Penyidikan tindak Pidana dibidang Pajak Daerah, adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang sah, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:

TTempon oo

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;
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Bagian Kedua
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh Restoran.

Pasal 14

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun
di tempat lain.
(3) Rincian dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:
a. rumah makan;
b. kafetaria;
c. kantin;
d. warung;
e. bar;
f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
(4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai
penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap
bulan.

Pasal 15

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 16

(1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang
diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

(2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak
berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.
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Pasal 17
Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).
Pasal 18

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

(1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam bukti transaksi yang
diberikan kepada subjek pajak restoran.

(2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran
dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka
jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 20
Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 21

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.
Pasal 22

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada
pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan
SPTPD.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan
hiburan di daerah.
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Lampiran 11 : Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14
tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

15

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir
ketiga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3116);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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12,

13.

14.

1S.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6
Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

U

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.

Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Banyuwangi.

Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi
kewenangan untuk memungut pajak daerah.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, warung, kantin,
kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga/katering.

Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
usaha di bidang restoran.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak restoran, termasuk yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan
Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakan Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang,
sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak, yang terutang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

(1)

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti
pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan
pembayaran makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Sistem CS atau Constanta Storling atau Self Assesment adalah suatu sistem
di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak
yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
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Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di
tempat lain.

Rincian dalam objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Rumah makan;

b. Warung;

c. Kantin;

d. Kafetaria;

e. Kegiatan usaha lain yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di
restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
restoran.

BAB III
Bagian Kedua
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4
Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada restoran.

Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak
berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

Pasal 5

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment

Pasal 8

(1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek
pajak restoran.

(2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran
dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka
jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
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Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan
Pasal 11

Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usaha atau objek Pajak
Restoran ke Dinas Pendapatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum
dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), maka Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha
Wajib Pajak.

Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan
sebagai berikut:

a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan
menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dispenda.

b. Formulir pendaftaran dan/atau SPTPD yang telah diisi dan
ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan
melampirkan:

1. Foto kopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/penerima kuasa;

2. Foto kopy surat keterangan domisili usaha (SKDU)/ Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP)/ Surat ljin Usaha Kepariwisataan (SIUK)/ atau
bagi restoran yang berlokasi di Mall cukup dengan Surat Keterangan
dari Pihak Mall;

3. Foto kopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

4. Surat kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan
dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa.

c. Terhadap penerimaan berkas, Dinas Pendapatan memberikan Tanda
terima pendaftaran.

Pasal 12
Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi formulir pendaftaran untuk
penerbitan NPWPD;

Setelah terbit NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak
mempunyai kewajiban mengisi SPTPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan
Pasal 13

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari
rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian Wajib Pajak menyampaikan
SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya.

SPTPD disampaikan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas
waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penyetoran Pajak
Pasal 14
Penetapan Pajak
Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar
sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan
SPTPD.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Dispenda dapat menerbitkan:

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.
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SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan:

a. Jika berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar.

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Dispenda dalam 30 (tiga puluh)
hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Terhadap SKPDKB sebagaimana ayat (3) huruf a dan b, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Terhadap SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan
sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, diterbitkan
jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan jika
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 15
Penyetoran Pajak

Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 15 (lima belas)
hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu
pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan pada
Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan.
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Pasal 17

Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan
beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan
maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing
pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggungjawab
renteng atas pembayaran pajaknya.

Pemilik restoran selaku Wajib Pajak bertanggungjawab renteng terhadap
pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidental yang
diselenggarakan di restoran tersebut.

Pasal 18

Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/ tamu kepada
Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau
harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat
itu.

Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek
Pajak atau pengunjung/ tamu lainnya pada saat itu di tempat restoran yang
bersangkutan.

Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:

a. Orang pribadi atau badan atau pengusaha restoran baik langsung
maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan
orang pribadi atau badan yang sama;

b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua
puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha
restoran yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyetoran
Pasal 19

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari
rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak
yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk masa atau
bulan yang bersangkutan.

Jumlah pajak selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau ke
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.

SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, dilampirkan pada SPTPD yang
akan disampaikan ke Dispenda sebagai laporan.

Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal
keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda
keterlambatan akan mempergunakan STPD.
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